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ABSTRAK

STUDI KOMPARASI PENGARUH BELANJA INFRASTRUKTUR,
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI, KEPADATAN PENDUDUK,
DAN KENDARAAN BERAT TERHADAP KEMANTAPAN JALAN
NASIONAL DI KAWASAN TIMUR DAN BARAT INDONESIA PADA
TAHUN 2017-2022

Oleh

DINDA AZ-ZAHRA RIZAL

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen penting dalam
pembangunan ekonomi di Indonesia.Infrastruktur jalan telah mendapatkan
perhatian besar dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional, namun tingkat
kemantapan jalan di berbagai provinsi di Indonesia masih menunjukkan perbedaan
yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja
infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan kendaraan
berat terhadap kemantapan jalan nasional di kawasan timur dan barat lindonesia.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panelyang bersifat kuantitatif
dengan populasi sampel 29 Provinsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan
analisis linier berganda dengan REM (KTI) dan FEM (KBI) sebagai model terpilih.
Hasil penelitian menunjukkan kepadatan penduduk di Kawasan Timur lalu Indeks
kemahalan konstruksi dan kendaraan berat berpengaruh signifikan di Kawasan
Barat berpengaruh signifikan terhadap kemantapan jalan nasional di Indonesia
pada tahun 2017-2022.

Kata Kunci: Infrastruktur, Jalan, Indeks Kemahalan Konstruksi, Kepadatan

Penduduk, dan Kendaraan Berat



ABSTRACT

Comparative Study of the Effects of Infrastructure Expenditure, Construction
Cost Index, Population Density, and Heavy Vehicles on the Condition of
National Roads in the Eastern and Western Regions of Indonesia (2017- 2022)

By

DINDA AZ-ZAHRA RIZAL

The development of road infrastructure is a crucial element in driving economic
growth in Indonesia. Although road infrastructure has received significant
attention in various national development policies, the level of road stability across
provinces in Indonesia still varies considerably. This study aims to analyze the
influence of infrastructure expenditure, construction cost index, population
density, and heavy vehicles on the condition of national roads in the eastern and
western regions of Indonesia. The data used in this research are quantitative panel
data, covering a sample of 29 provinces in Indonesia. The study employs multiple
linear regression analysis, using Random Effects Model (REM) for the eastern
region and Fixed Effects Model (FEM) for the western region as the selected
models. The results show that population density significantly affects road
conditions in the eastern region, while construction cost index and heavy vehicles
have a significant impact in the western region of Indonesia during the period of
2017-2022

Keywords: Infrastructure, Road, Construction Cost Index, Population Density,

Heavy Vehicles
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu elemen penting dalam
pembangunan ekonomi di Indonesia. Infrastruktur jalan telah mendapatkan
perhatian besar dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional, namun tingkat
stabilitas jalan di berbagai provinsi di Indonesia masih menunjukkan perbedaan
yang signifikan. Beberapa provinsi memiliki jaringan jalan yang mantap dan
memadai, sementara provinsi lainnya masih menghadapi tantangan berupa jalan
yang rusak dan tidak memadai (Wahyudi et al., 2023). Perbedaan ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk alokasi belanja infrastruktur, biaya

pembangunan yang tinggi, kepadatan penduduk, serta intensitas penggunaan jalan.

Kemantapan jalan menggambarkan tingkat keamanan dan kenyamanan jalan
berdasarkan berbagai faktor, seperti kelancaran permukaan, kekuatan struktur, dan
kondisi infrastruktur. Jalan yang dianggap stabil memiliki permukaan yang rata,
struktur yang kokoh, dan minim kerusakan, sehingga dapat memberikan

pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna (Utama, 2023).

Di Indonesia, kemantapan jalan diukur menggunakan beberapa indikator, termasuk
Indeks Kekasaran Permukaan (IRI), Indeks Kondisi Jalan (SDI), dan LHR
(Longitudinal Joint Deflection). Indikator- indikator ini menilai kualitas
permukaan dan struktur jalan untuk menentukan seberapa mantap suatu jalan
(Yunus et al., 2022). Pada tahun 2023, berdasarkan data Kementrian Pekerjaan
Umum melaporkan bahwa kemantapan jalan nasional telah mencapai 92,2 persen,

dengan wilayah seperti Jawa dan Bali memiliki tingkat kemantapan yang lebih



tinggi, mencapai 96,43 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34
Tahun 2006 tentang jalan, status jalan terbagi menjadi 5, yaitu jalan nasional, jalan

provinsi, jalan kabupaten, jalankota, dan jalan desa.

Menurut Kementrian Pekerjaan Umum, jalan nasional merupakan bagian integral
dari jaringan transportasi di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam
mendukung mobilitas dan pembangunan ekonomi. Jalan nasional dirancang untuk
menghubungkan wilayah-wilayah penting, termasuk ibu kota provinsi, pusat
pemerintahan, serta pusat-pusat ekonomi dan industri (Praditya et al., 2020).
Pengelolaan jalan nasional berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan
Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan penetapan ruas dan
standar teknis yang dirancang untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan daya

tahan infrastruktur.

Secara umum, jalan nasional diklasifikasikan menjadi jalan arteri, jalan kolektor,
jalan tol, dan jalan strategis nasional, masing-masing dengan fungsi spesifik untuk
melayani kebutuhan transportasi jarak jauh, pengumpulan lalu lintas dari daerah ke
pusat, hingga pengendalian akses pada jalur cepat (Direktorat Jenderal Bina Marga,
2023). Kontribusi jalan nasional terhadap pembangunan sangat signifikan,
terutama dalam meningkatkan aksesibilitas, mendukung pengembangan wilayah
terpencil, dan memperkuat integrasi sosial-ekonomi antardaerah (Zahra et al.,
2024). Pembangunan jalan nasional memerlukan perhatian terhadap dampak
lingkungan guna menjaga keberlanjutan pembangunan (Direktorat Jenderal Bina
Marga, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan yang berorientasi pada aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan menjadi kunci dalam memastikan jalan nasional
mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia

secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan didefinisikan
sebagai prasarana transportasi darat yang mencakup semua bagian jalan, termasuk
bangunan dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan dapat
berada di berbagai lokasi, baik di permukaan tanah, di atas maupun di bawah tanah,

serta di atas atau di bawah permukaan air. Namun, jalan kereta api, jalan lori, dan



jalan kabel tidak termasuk dalam kategori ini (Peraturan Pemerintah RI). Jalan
dibagi menjadi dua jenis, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah
jalan yang digunakan oleh lalu lintas umum, sedangkan jalan khusus dibangun oleh
instansi, badan usaha, atau individu untuk keperluan pribadi. Bagian-bagian jalan
terdiri dari beberapa ruang penting. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan,
saluran di tepi jalan, dan area pengaman. Ruang milik jalan mencakup ruang
manfaat jalan serta jalur tanah di sekitarnya, sementara ruang pengawasan jalan
adalah area di luar ruang milik jalan yang berada di bawah pengawasan

penyelenggara jalan.

Fungsi jalan sangat luas dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat dan ekonomi. Pertama, jalan memainkan peran penting dalam mobilitas
penduduk, memungkinkan orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan
mudah dan cepat. Ini sangat penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti
pergi bekerja, sekolah, berbelanja, atau berkunjung. Selain itu, jalan juga menjadi
jalur utama dalam distribusi barang dan jasa (Nur, 2022). Dengan adanya jaringan
jalan yang baik, pengiriman barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan
lancar. Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, proses distribusi akan terganggu,
yang dapat mempengaruhi ketersediaan barang di masyarakat. Jalan juga berperan
penting dalam pengembangan ekonomi, memfasilitasi arus barang dan jasa, serta

memperlancar pergerakan tenaga kerja dan akses ke tempat kerja (Oktarina, 2020).

Jalan yang baik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui
peningkatan aksesibilitas, yang menarik investasi dan meningkatkan aktivitas
perdagangan. Selain itu, jalan berperan dalam pemerataan ekonomi dengan
menghubungkan wilayah yang berbeda, sehingga membuka peluang bagi wilayah
yang lebih terpencil untuk berkembang. Jalan juga berfungsi sebagai penunjang
pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan
pertanian, dengan meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas publik dan layanan
penting. Jalan mendukung konektivitas dengan menyediakan akses yang lancar
antara kota, desa, pusat ekonomi, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan

berbagai lokasi penting lainnya (Marsus et al., 2020).



Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
wilayah Indonesia dibagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan
Timur Indonesia (KTT) untuk menentukan strategi dalam mengurangi ketimpangan
pembangunan antarwilayah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi nasional (Sipayung et al., 2023). KBI, yang mencakup Pulau Jawa,
Sumatra, dan sebagian Kalimantan, telah lama menjadi pusat ekonomi Indonesia,
menyumbang lebih dari 70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional (Indonesia, 2020). Wilayah Barat memiliki keunggulan berupa
infrastruktur yang lebih maju dan konsentrasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,
seperti Jakarta dan Surabaya, sehingga menjadi penggerak utama perekonomian

nasional (Sipayung et al., 2023).

Sebaliknya, KTI yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,
meskipun kaya akan sumber daya alam, kontribusinya terhadap PDB nasional
masih relatif rendah, hanya sekitar 10,9 persen (Sari, 2024). Kendala utama di
wilayah Timur adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, yang
menghambat optimalisasi potensi ekonomi. RPJMN 2020-2024 berupaya
mengatasi tantangan ini melalui pengembangan pusat-pusat ekonomi baru,
khususnya di sektor strategis seperti agroindustri, pariwisata, dan hilirisasi sumber
daya alam (Indonesia, 2020). Selain itu, program pemberdayaan daerah tertinggal
juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi KTI dalam perekonomian
nasional. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan ketimpangan pembangunan
antara KBI dan KTI dapat diminimalkan, sehingga menciptakan keseimbangan

pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
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Sumber : Kementerian PU (2024), diolah

Gambar 1. Kemantapan Jalan Nasional 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2017-
2022

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar wilayah.
Provinsi-provinsi seperti, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan
Jawa Barat secara konsisten menunjukkan tingkat kemantapan jalan di atas 90%.
Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur
jalan di wilayah tersebut telah berjalan dengan sangat baik dan berkesinambungan.
(Refiyanni & Silvia, 2020). Persentase kemantapan jalan yang tercatat pada
masing-masing wilayah mencerminkan hasil pembangunan infrastruktur
transportasi di daerah tersebut, yang erat kaitannya dengan kapasitas pemerintah
daerah, kondisi geografis, serta program prioritas pembangunan di wilayah

masing-masing.

Sementara itu, sejumlah provinsi lainnya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, menunjukkan persentase kemantapan jalan
dalam kisaran 70% hingga 90%. Hal ini mencerminkan kondisi jalan yang relatif
baik meskipun terdapat beberapa fluktuasi dari tahun ke tahun (Sowolino &

Santosa, 2021).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Tingkat kemantapan jalan menggambarkan persentase jalan yang berada dalam



kondisi baik dan layak untuk mendukung berbagai aktivitas transportasi dan
logistik. Pada kawasan barat Indonesia, distribusi tingkat kemantapan jalan terlihat
relatif bervariasi di antara provinsi-provinsi yang ditampilkan. Secara umum,
persentase kemantapan jalan berada dalam rentang yang cukup tinggi, dengan
sebagian besar provinsi mencatat angka di atas 60 persen . Hal ini menunjukkan
bahwa kondisi jalan di kawasan ini cenderung baik dan memiliki potensi besar
untuk mendukung kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat (Rasadi et al.,
2020).

Secara umum, data Kementrian Pekerjaan Umum memperlihatkan bahwa wilayah
Pulau Jawa dan Bali masih mendominasi dalam hal kualitas infrastruktur jalan
dibandingkan dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Temuan ini juga menunjukkan
bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur jalan antar
provinsi, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional

ke depan guna mencapai pemerataan pembangunan yang berkeadilan

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan barat Indonesia, sebagai pusat
kegiatan ekonomi nasional, umumnya telah memiliki infrastruktur jalan yang
memadai. Tingkat kemantapan jalan yang baik di wilayah ini mencerminkan
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan oleh
pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, kondisi geografis yang relatif lebih mudah
di kawasan ini dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia juga dapat menjadi
salah satu faktor yang mendukung tingkat kemantapan jalan yang lebih tinggi
(Salsabillah & Fitanto, 2024). Namun, meskipun secara umum tingkat kemantapan
jalan di kawasan barat Indonesia terbilang baik, upaya pemeliharaan dan
peningkatan kualitas infrastruktur tetap diperlukan secara berkelanjutan untuk
menjaga daya saing wilayah ini. Dengan infrastruktur jalan yang memadai,
kawasan barat Indonesia dapat terus mendukung konektivitas ekonomi, logistik,

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan gambar 1 yang menggambarkan tingkat kemantapan jalan di kawasan
timur dan barat Indonesia, terlihat adanya perbedaan dalam kualitas infrastruktur
jalan antara kedua kawasan. Kawasan Barat Indonesia secara umum memiliki

tingkat kemantapan jalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur



Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya provinsi di kawasan barat yang mencatat
persentase kemantapan jalan di atas 80 persen, bahkan mendekati 100 persen untuk

beberapa provinsi.

Perbedaan ini dapat mencerminkan perbedaan dalam alokasi sumber daya, prioritas
pembangunan, serta kondisi geografis antara kedua kawasan. Kawasan barat,
sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, cenderung menerima alokasi
anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, serta menghadapi
tantangan geografis yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan kawasan timur
yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah dengan akses yang sulit. Di sisi lain,
kawasan timur Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam
pengembangan infrastruktur, baik dari segi pembiayaan, kondisi geografis,

maupun keterbatasan kapasitas teknis di daerah (Sowolino & Santosa, 2021a).

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi ketimpangan ini dengan memberikan
prioritas pembangunan infrastruktur di kawasan timur, namun realisasi di lapangan
masih memerlukan penyesuaian, terutama dalam pengalokasian anggaran dan
skema pembangunan infrastruktur yang lebih tepat. Meskipun proporsi belanja
modal tinggi, beberapa daerah masih kekurangan infrastruktur dasar yang
memadai. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang lebih komprehensif,
berbasis pada kebutuhan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat, perlu
diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan timur (Hardian Sari et
al., 2024). Dengan demikian, pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya,
diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur yang

lebih berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan mampu menjadi pendorong utama
dalam pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan
adanya jalan yang baik, terbuka lebih banyak peluang untuk menciptakan lapangan
pekerjaan, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat serta
mendorong peningkatan konsumsi. Selain itu, infrastruktur yang lebih baik juga

mendukung peningkatan kapasitas produksi karena akses yang lebih lancar



memungkinkan distribusi bahan baku dan hasil produksi berjalan lebih efisien.
Peningkatan arus barang dan jasa pun lebih terjamin, sehingga rantai pasokan
menjadi lebih cepat dan efektif (Sowolino & Santosa, 2021b). Hal ini juga
berkontribusi pada penurunan biaya logistik, yang sangat berperan penting dalam
menekan biaya produksi secara keseluruhan. Pada akhirnya, semua faktor tersebut
dapat menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi, yang berdampak positif

bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor industri.
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Sumber: DJP Kementrian Keuangan (2024), diolah
Gambar 2. Belanja Infrastruktur 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2017- 2022

Gambar 2 menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup mencolok dalam
alokasi anggaran antarprovinsi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur tercatat sebagai penerima belanja infrastruktur yang
relatif tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat urbanisasi,
kebutuhan pembangunan fasilitas publik, serta peran wilayah ini sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Pulau
Jawa, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau, juga menunjukkan
alokasi belanja yang cukup signifikan, meskipun tetap lebih rendah dibandingkan
provinsi-provinsi di Jawa. Di sisi lain, sebagian besar provinsi di wilayah Indonesia
bagian timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Gorontalo,

tercatat memiliki nilai belanja infrastruktur yang relatif lebih rendah.

Sistem pendanaan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia melibatkan



berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, investasi swasta, dan pinjaman
internasional. Pemerintah membiayai sebagian besar pembangunan melalui APBN,
yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan prioritas pada
peningkatan aksesibilitas, konektivitas, serta keamanan, seperti terlihat dalam
proyek jalan tol Trans Jawa dan jalan lintas di Papua dan Kalimantan. Selain
anggaran pemerintah, kemitraan dengan sektor swasta memainkan peran penting
dalam pembangunan infrastruktur jalan. Melalui skema kemitraan publik-swasta,
pemerintah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam membangun dan

mengelola infrastruktur seperti jalan tol (Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., 2019).

Puncak belanja infrastruktur tertinggi tercatat pada salah satu provinsi di kawasan
Sumatera, yang menunjukkan adanya proyek-proyek strategis berskala besar yang
didanai pemerintah pusat atau daerah. Sementara itu, sebagian besar provinsi
lainnya menunjukkan tren belanja infrastruktur yang lebih rendah dan cenderung
stabil, dengan sedikit lonjakan pada tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan,
terdapat kecenderungan peningkatan belanja infrastruktur pada beberapa provinsi
pada tahun-tahun terakhir, khususnya pada periode 2021 dan 2022, yang dapat
menggambarkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada
pengembangan wilayah tertentu atau pelaksanaan program = strategis

nasional.(Alhusain, 2023).

Secara keseluruhan, meskipun belanja infrastruktur meningkat, komparasi dalam
kemantapan jalan antara kawasan timur dan barat masih mungkin terjadi karena
faktor-faktor non-anggaran seperti tingginya biaya konstruksi dan perbedaan
kondisi ekonomi lokal. Desentralisasi menjadi salah satu alat penting untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan memberi otoritas kepada pemerintah
daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri, diharapkan otonomi
daerah dapat dijalankan lebih cepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat (Aziz & Bakoben, 2024).
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah

Gambar 3. Indeks Kemahalan Konstruksi 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2017-
2022

Gambar 3 menunjukkan Indeks Kemahalan Konstruksi pada 29 provinsi di
Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022. Indeks kemahalan konstruksi sebagian
besar provinsi berada pada rentang 80 hingga 130, dengan beberapa provinsi
menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi. Provinsi seperti NTT, NTB, dan
beberapa wilayah Sulawesi memiliki indeks pada kisaran 100 hingga 120,
sedangkan Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan indeks
terendah sekitar 80 hingga 90, mencerminkan biaya konstruksi yang lebih rendah

karena akses material dan infrastruktur yang lebih baik.

Indeks kemahalan konstruksi juga berperan penting dalam menentukan
kemantapan jalan nasional. Indeks ini mengukur seberapa mahal biaya
pembangunan konstruksi di suatu daerah, dan perbedaan dalam tingkat kemahalan
ini mencerminkan variasi biaya produksi yang pada akhirnya berdampak pada
kualitas jalan yang dibangun di berbagai wilayah (Robson et al., 2024). Dari segi
pemanfaatan, faktor kepadatan penduduk menjadi komponen signifikan dalam
meningkatkan  kualitas jalan provinsi. Pemerintah daerah biasanya
memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah yang memiliki aktivitas
ekonomi tinggi, sehingga manfaat infrastruktur ini akan langsung mendorong

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), diolah
Gambar 4. Kepadatan Penduduk 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2022

Gambar 4 menunjukkan provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, seperti Jawa
Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, menunjukkan
tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi
lainnya. Hal ini tercermin dari adanya lonjakan yang cukup signifikan pada grafik.
Pada wilayah-wilayah tersebut, kepadatan penduduk bahkan tercatat melebihi 1000
jiwa per kilometer persegi, yang menandakan terjadinya konsentrasi populasi
dalam jumlah besar. Grafik memperlihatkan penurunan yang tajam pada tingkat
kepadatan penduduk di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan
dan Sulawesi. Tingkat kepadatan di daerah-daerah ini cenderung stabil dengan
angka yang relatif rendah, yakni berada jauh di bawah 400 jiwa per kilometer
persegi. Selain itu, terdapat kenaikan kepadatan penduduk yang cukup mencolok
di Provinsi Bali. Meskipun tidak setinggi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, tingkat
kepadatan di Bali tetap lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar provinsi
lain di luar Jawa. Fenomena ini diduga berkaitan dengan peran Bali sebagai pusat
pariwisata nasional dan internasional, yang turut berkontribusi terhadap

peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Kepadatan penduduk memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan
kemantapan jalan. Pertambahan jumlah penduduk biasanya diikuti dengan
peningkatan volume lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), yang sering kali

menyebabkan jalan beroperasi di luar kapasitas yang dirancang. Jalan-jalan di
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daerah padat penduduk lebih rentan mengalami kerusakan, terutama jika
penggunaannya terus meningkat. Kondisi jalan yang buruk, seperti retak dan
berlubang, sering kali dapat diukur menggunakan indikator teknis seperti
International Roughness Index (IRI), di mana nilai IRI yang tinggi menunjukkan

kondisi jalan yang semakin memburuk (Maharani, 2023).
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2024), diolah
Gambar 5. Kendaraan Berat 29 Provinsi Indonesia Tahun 2017- 2022

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa
Timur, tercatat memiliki jumlah kendaraan berat yang jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini tercermin dari lonjakan signifikan
pada grafik, yang menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi, industrialisasi,
dan distribusi logistik di Pulau Jawa berkontribusi terhadap tingginya kepemilikan

kendaraan berat seperti bus dan truk di wilayah tersebut.

Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Jawa, seperti di wilayah Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
menunjukkan jumlah kendaraan berat yang relatif lebih rendah dan stabil. Kondisi
ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan kebutuhan logistik di wilayah
tersebut belum seintensif di Pulau Jawa. Ketidakseimbangan antara lonjakan
volume kendaraan dan pengembangan infrastruktur jalan yang stagnan bahkan
menurun di beberapa periode tertentu, berdampak langsung pada kemantapan jalan

(Rudolf et al., 2024). Jalan-jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban lalu
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lintas yang terus meningkat lebih cepat mengalami penurunan kualitas, memicu
kemacetan, kerusakan infrastruktur, dan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas,

terutama di ruas-ruas jalan dengan lalu lintas tinggi. (Hilmi & Maharani, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin mengeksplorasi
seberapa besar perbedaan yang terjadi dari belanja infrastruktur, indeks kemahalan
konstruksi, kepadatan penduduk, serta jumlah kendaraan berat terhadap
kemantapan jalan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian
dengan judul “Studi Komparasi Pengaruh Belanja Infrastruktur, Indeks
Kemahalan Konstruksi, Kepadatan Penduduk, dan Kendaraan Berat
Terhadap Kemantapan Jalan Nasional Di Kawasan Timur dan Barat
Indonesia Tahun 2017- 2022” untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan
faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi kualitas jalan di kawasan timur dan

barat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap kemantapan
jalan nasional antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia pada tahun
2017- 20227

2. Bagaimana perbandingan pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap
kemantapan jalan nasional antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat
Indonesia pada tahun 2017- 20227

3. Bagaimana perbandingan pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap
kemantapan jalan nasional antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat
Indonesia pada tahun 2017- 20227

4. Bagaimana perbandingan pengaruh Kendaraan Berat terhadap kemantapan
jalan nasional antara Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia pada tahun
2017- 20227

5. Bagaimana pengaruh belanja infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi,
kepadatan penduduk, dan kendaraan berat secara bersama-sama terhadap
kemantapan jalan nasional di wilayah Indonesia, baik di kawasan Timur

maupun Barat pada tahun 2017- 2022?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.

Menganalisis perbandingan pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap
kemantapan jalan nasional di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia
pada tahun 2017- 2022.

Mengkaji perbandingan pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap
kemantapan jalan nasional yang terjadi antara Kawasan Timur dan Kawasan
Barat Indonesia pada tahun 2017- 2022.

Menganalisis perbandingan pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap
kemantapan jalan nasional di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia
pada tahun 2017- 2022.

Menganalisis perbandingan pengaruh kendaraan berat terhadap kemantapan
jalan nasional di Kawasan Timur dan Kawasan Barat Indonesia pada tahun
2017-2022.

Menganalisis pengaruh belanja infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi,
kepadatan penduduk, dan kendaraan berat secara bersama-sama terhadap
kemantapan jalan nasional di wilayah Indonesia, baik di kawasan Timur

maupun Barat pada tahun 2017- 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperdalam
pemahaman terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemantapan jalan
nasional, khususnya dalam konteks disparitas wilayah Indonesia Timur dan
Barat. Selain itu, penelitian ini membantu penulis untuk mengembangkan
keterampilan analisis data serta pemahaman terkait belanja infrastruktur,
indeks kemahalan konstruksi, dan kendaraan berat sebagai variabel yang
memengaruhi kualitas infrastruktur jalan. Penelitian ini juga menjadi
kontribusi akademik dalam bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan
infrastruktur.

Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca
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mengenai pentingnya memahami kesenjangan infrastruktur antara wilayah
Indonesia Timur dan Barat. Pembaca, terutama akademisi, mahasiswa, dan
peneliti, dapat memperoleh referensi dan informasi yang bermanfaat untuk
kajian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan
infrastruktur. Selain itu, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas
mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan pemerataan kualitas
infrastruktur jalan nasional di Indonesia.

Bagi Pihak Lainnya (Pemerintah, Pembuat Kebijakan, Investor, dan
Masyarakat Umum)

Penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dan pembuat
kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif terkait
alokasi belanja infrastruktur, terutama dalam upaya mengurangi perbedaan
signifikan antara wilayah Timur dan Barat. Hasil penelitian ini juga dapat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan
jalan yang lebih merata, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti
jumlah kendaraan berat dan kepadatan penduduk, untuk mencapai keadilan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur seperti jalan adalah elemen vital dalam meningkatkan produktivitas
ekonomi dengan menurunkan biaya transportasi, mempermudah pergerakan
barang dan orang, serta meningkatkan efisiensi distribusi. Selain itu, investasi
infrastruktur yang tepat dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya
saing wilayah. Robert Solow, seorang ekonom modern, dikenal karena model
pertumbuhan Solow-Swan yang dikembangkannya pada tahun 1950-an. Model
Solow menekankan peran modal fisik, modal manusia, dan teknologi dalam
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi terjadi karena akumulasi modal (seperti infrastruktur), tetapi inovasi
teknologi dan peningkatan efisiensi juga memainkan peran yang penting dalam
mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Infrastruktur yang baik
memudahkan arus barang dan jasa serta mendorong produktivitas industri. Jalan
yang mantap dan terpelihara dengan baik akan menurunkan biaya logistik dan

waktu distribusi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi.

Di wilayah Indonesia bagian timur, yang sering tertinggal dalam pembangunan
infrastruktur dibandingkan bagian barat, peningkatan belanja infrastruktur jalan
bisa membawa perubahan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Perbaikan
infrastruktur jalan akan membantu menghubungkan wilayah-wilayah terpencil
dengan pusat ekonomi, memungkinkan pasar menjadi lebih luas dan meningkatkan

peluang usaha.
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a. Konsep Kunci dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teorinya, Solow menunjukkan bahwa pendorong utama pertumbuhan

ekonomi yakni modal fisik, modal manusia, dan kemajuan teknologi.

1. Modal Fisik: Investasi pada infrastruktur seperti jalan, jembatan,
pelabuhan, dan lainnya yang memungkinkan peningkatan produktivitas.

2. Modal Manusia: Pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan
keterampilan tenaga kerja.

3. Kemajuan Teknologi: Solow menekankan bahwa kemajuan teknologi
(seperti penerapan teknologi modern dalam konstruksi jalan) adalah kunci
pertumbuhan jangka panjang. Teknologi yang lebih efisien dalam
pembangunan jalan akan menurunkan indeks kemahalan konstruksi.

b. Keterbatasan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi tradisional memiliki keterbatasan dalam

menangani isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan distribusi manfaat dari

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penulis selanjutnya disarankan bisa
mempertimbangkan pendekatan tambahan, seperti Teori Pembangunan

Berkelanjutan, jika ingin melihat aspek jangka panjang dari infrastruktur yang

berkelanjutan.

Dalam teori Solow, investasi infrastruktur, seperti pembangunan jalan, berperan
penting dalam mendorong akumulasi modal fisik, meningkatkan efisiensi
produksi, serta menurunkan biaya distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang
baik meningkatkan produktivitas total faktor (TFP) dengan mempercepat mobilitas
ekonomi, meski kesenjangan belanja infrastruktur antara wilayah Timur dan Barat
Indonesia sering kali menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi (Meiriza
et al., 2023). Selain itu, biaya pembangunan yang tinggi, tercermin dalam Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK), dapat mengurangi efisiensi investasi, menurunkan
tingkat pengembalian modal, dan memperlambat proses konvergensi ekonomi
antarwilayah. Faktor lain, seperti kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan
bermotor, juga berperan penting. Kepadatan penduduk tinggi meningkatkan
kebutuhan infrastruktur, tetapi tanpa peningkatan modal yang seimbang, dapat

menyebabkan dilusi modal yang memperlambat pertumbuhan produktivitas.
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Sementara itu, peningkatan jumlah kendaraan tanpa perbaikan kualitas jalan

cenderung menurunkan efisiensi ekonomi akibat kemacetan dan kerusakan jalan.

Kemantapan jalan menjadi indikator penting kualitas infrastruktur yang langsung
mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas
wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat distribusi barang, sehingga
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Teori Solow menyatakan bahwa
wilayah dengan akumulasi modal awal yang lebih rendah, seperti wilayah Timur,
memiliki potensi pertumbuhan yang lebih cepat jika investasi infrastruktur
dilakukan secara efisien. Meski kawasan barat memiliki keunggulan akumulasi
modal fisik, efisiensi biaya, dan TFP yang lebih tinggi, investasi yang terfokus
pada wilayah tertinggal dapat mempercepat konvergensi ekonomi, meningkatkan
produktivitas regional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata

(Arofah, 2021).

2.1.2 Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan sangat vital,
terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur transportasi yang
berkelanjutan. Tanggung jawab ini terbagi antara pemerintah pusat yang mengelola
jalan nasional dan jalan tol, serta pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas
jalan provinsi dan kabupaten/kota (Arifin et al., 2024). Pengelolaan ini melibatkan
penganggaran yang memadai, kerja sama antar instansi, serta kebijakan yang

mendukung seperti penerapan sistem manajemen pemeliharaan jalan.

Adam Smith, dalam karya monumentalnya The Wealth of Nations (1776),
menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari tiga
fungsi utama pemerintah dalam tata kelola negara. Menurut Smith, pemerintah
memiliki tiga tugas pokok, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman eksternal
(pertahanan), menegakkan hukum serta menjaga ketertiban (keamanan dan
hukum), serta membangun dan memelihara infrastruktur dan institusi publik
(pekerjaan umum) yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta.
Dalam konteks infrastruktur, Smith mengemukakan bahwa terdapat jenis-jenis

proyek berskala besar yang memerlukan investasi tinggi dan tidak memberikan
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keuntungan finansial secara langsung sehingga cenderung kurang menarik bagi
kalangan swasta, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan kanal.
Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi
dan memperlancar arus perdagangan, namun membutuhkan peran aktif pemerintah
dalam hal pembiayaan dan pengelolaan guna menjamin ketersediaan dan
keberlanjutannya. Secara keseluruhan, teori Adam Smith mengenai peran
pemerintah dalam infrastruktur menegaskan pentingnya intervensi negara dalam
penyediaan barang publik (public goods) yang esensial bagi kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, meskipun bersifat tidak menguntungkan

secara komersial.

Belanja infrastruktur di kawasan Timur dan Barat Indonesia mencerminkan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pendekatan
komparasi. Di kawasan Timur, alokasi anggaran infrastruktur yang lebih besar
dapat menghasilkan efek berantai yang signifikan melalui peningkatan
aksesibilitas dan mendorong aktivitas ekonomi lokal seperti pertanian dan
pariwisata. Sementara itu, di kawasan Barat, belanja infrastruktur berkontribusi
pada efisiensi ekonomi dengan mengurangi biaya transportasi dan mendukung
konektivitas di wilayah yang lebih maju (Arifin et al., 2024). Faktor seperti indeks
kemahalan konstruksi (IKK) juga perlu diperhitungkan karena kawasan Timur

menghadapi biaya pembangunan lebih tinggi.

2.1.3 Fungsi Alokasi

Alokasi anggaran memiliki peran kunci dalam mencapai dan mempertahankan
kemantapan jalan di Indonesia. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk
kegiatan preservasi jalan, termasuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan
rekonstruksi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa jalan tetap dalam kondisi
baik dan dapat mendukung mobilitas masyarakat (Subandi, 2020). Dalam
menghadapi gap pembiayaan yang besar, pemerintah perlu mencari alternatif
pembiayaan, seperti melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk
mendukung penyelenggaraan jalan. Melalui penganggaran yang efisien dan

inovatif, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur transportasi tetap
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berfungsi dengan baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Fatima & Elbanna, 2023).

Menurut Richard A. Musgrave dalam The Theory of Public Finance (1959),
merujuk pada peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang
tidak dapat dipenuhi secara optimal oleh mekanisme pasar. Salah satu contoh nyata
adalah infrastruktur jalan, yang memiliki karakteristik sebagai barang publik
dengan sifat non-rival dan non-ekskludabel. Karena kegagalan pasar sering kali
menghambat penyediaan barang ini, pemerintah harus berperan aktif untuk
menjamin ketersediaannya melalui pengalokasian anggaran yang bertujuan
memaksimalkan efisiensi ekonomi dan memastikan pemanfaatan sumber daya

demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran secara strategis untuk
memperbaiki kualitas jalan, meningkatkan konektivitas, dan mendukung
pertumbuhan ekonomi (Subandi, 2020). Perbandingan antara wilayah Timur dan
Barat menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan fungsi alokasi untuk
mengatasi tantangan lokal, seperti indeks kemahalan konstruksi (IKK) yang lebih
tinggi di Timur, dengan menyediakan anggaran yang lebih besar guna menciptakan
pemerataan pembangunan dan efisiensi ekonomi di kedua wilayah tersebut (B. E.

Saputra, 2023).

2.1.4 Kemantapan Jalan Nasional

Kemantapan jalan secara umum merujuk pada kondisi fisik dan fungsional dari
suatu jaringan jalan yang memenubhi standar kualitas sehingga mampu mendukung
mobilitas dan transportasi dengan aman, nyaman, serta efisien. Jalan yang mantap
ditandai dengan permukaan yang rata, tidak mengalami kerusakan signifikan
seperti retak, berlubang, atau deformasi, serta memiliki daya dukung yang
memadai untuk menahan beban kendaraan yang melintas. Kondisi kemantapan ini
sangat penting karena berkaitan erat dengan keselamatan pengguna jalan, efisiensi
waktu tempuh, dan biaya operasional kendaraan (Refiyanni & Silvia, 2020). Teori
pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer dan Robert Lucas

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang terutama ditentukan
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oleh faktor internal dalam perekonomian, seperti akumulasi modal manusia,
inovasi teknologi, dan investasi infrastruktur. Berbeda dengan teori pertumbuhan
neoklasik yang memandang teknologi sebagai faktor eksogen, teori ini
menekankan pentingnya investasi dalam pengetahuan dan infrastruktur guna

meningkatkan produktivitas secara langsung.

Dalam konteks kemantapan jalan, investasi pada infrastruktur transportasi
berperan penting sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan
efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi waktu tempuh, serta menekan
biaya logistik. Teori inti-periferi yang dikemukakan oleh John Friedmann pada
tahun 1966 menjelaskan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat
(inti) dan wilayah pinggiran (periferi) dalam suatu negara atau kawasan. Wilayah
inti merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh infrastruktur
memadai serta aktivitas produktif dan investasi yang tinggi, seperti pada kota-kota
metropolitan, sementara wilayah periferi cenderung berada di pinggiran dengan
akses infrastruktur terbatas dan bergantung pada sektor primer. Dalam
perkembangannya, hubungan antara inti dan periferi melalui beberapa tahapan
mulai dari prakolonial hingga desentralisasi ekonomi, di mana pada tahap integrasi
nasional mulai terjadi pembangunan infrastruktur penghubung meskipun

ketimpangan masih terjadi.

Klasifikasi Jalan

1. Jalan Arteri: Berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan
jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi
secara berdaya guna

2. Jalan Kolektor: Berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi
dengan ciri perjalanan jarak kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan
masuk dibatasi.

3. Jalan Lokal: Berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan
jarak kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

4. Jalan Lingkungan: Berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri

dan kecepatan rata-rata rendah.
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a. Kondisi Jalan Mantap dan Tak Mantap

1. Jalan Mantap Konstruksi: Jalan dengan kondisi konstruksi di dalam koridor
mantap yang hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap
konstruksi yang ditetapkan menurut SPM adalah jalan dalam kondisi
sedang, dengan nilai IRI kurang dari 6 m/km.

2. Jalan Tak Mantap Konstruksi: Jalan dengan kondisi di luar koridor mantap
yang membutuhkan penanganan minimum. Jalan tak mantap konstruksi

memiliki nilai IRI di atas 6 m/km.

2.1.5 Belanja Infrastruktur

a. Definisi Belanja Infrastruktur

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2,
belanja infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam belanja
modal daerah, yang mencakup pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang
memiliki manfaat jangka panjang. Belanja ini digunakan untuk pengadaan,
pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan
vital bagi masyarakat luas. Infrastruktur tersebut umumnya diselenggarakan
oleh pemerintah karena sifatnya yang sangat dibutuhkan publik, namun
penyediaannya dapat dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah dan
badan usaha, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Haryanto, n.d.).
b. Metode Perhitungan Belanja Infrastruktur

Menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan), penghitungan
belanja infrastruktur didasarkan pada nilai aset tetap, yang mencakup semua
biaya terkait pengadaan, pembangunan, atau perbaikan infrastruktur yang
memiliki manfaat jangka panjang, biasanya lebih dari satu periode akuntansi.
Pengukuran biaya melibatkan komponen seperti biaya kontraktor, bahan baku,
tenaga kerja, serta pajak dan biaya administrasi terkait. Infrastruktur dengan
umur ekonomis yang panjang juga memerlukan perhitungan penyusutan atau
amortisasi untuk mencerminkan penurunan nilainya secara bertahap, meskipun

pembelanjaannya terjadi dalam satu waktu (Emalia et al., 2022).
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Belanja Infrastruktur Total = Belanja Pengadaan+

Belanja Pembangunan+ Belanja Pemeliharaan

Belanja Pengadaan: Pengeluaran untuk pembelian aset tetap baru (misalnya,
tanah, bangunan, jalan).

Belanja Pembangunan: Biaya yang terkait dengan pembangunan atau
pengembangan infrastruktur baru.

Belanja Pemeliharaan: Pengeluaran untuk menjaga infrastruktur yang sudah

ada tetap dalam kondisi baik.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), khususnya
dalam konteks belanja modal, belanja infrastruktur diakui sebagai pengeluaran
pemerintah untuk pengadaan, pembangunan, serta pemeliharaan aset tetap
yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur,
seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas publik lainnya, dianggap sebagai
aset tetap yang harus dicatat berdasarkan nilai perolehan. Nilai perolehan ini
meliputi semua biaya yang terkait, termasuk biaya pembelian atau
pembangunan aset, biaya kontraktor, tenaga kerja, material, serta pajak dan
administrasi yang diperlukan sampai infrastruktur siap digunakan. Pengelolaan
belanja infrastruktur harus memperhatikan manfaat ekonomis jangka panjang,
sehingga infrastruktur tersebut dapat mendukung layanan publik dan

perekonomian dalam periode yang lebih dari satu tahun anggaran.

Selain itu, PSAP menekankan bahwa semua belanja infrastruktur yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran harus dikapitalisasi,
artinya pengeluaran ini dicatat sebagai aset tetap dan tidak langsung
dibebankan sebagai belanja pada tahun pengeluaran. Aset yang telah
dikapitalisasi kemudian mengalami penyusutan selama umur ekonomisnya.
Penyusutan ini biasanya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, di
mana nilai perolehan aset dibagi dengan umur ekonomis aset untuk
menentukan nilai penyusutan tahunan. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan
penurunan nilai infrastruktur secara bertahap seiring waktu (Wahyudi, 2024).

Dengan adanya penyusutan, pemerintah dapat melaporkan pengeluaran belanja
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infrastruktur secara lebih akurat dalam laporan keuangan, sekaligus menjaga
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dalam hal ini, PSAP
memastikan bahwa belanja infrastruktur dianggap sebagai bentuk investasi
jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
layanan publik, sehingga perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan
baik.

c¢. Kategori Belanja Infrastruktur

Belanja infrastruktur merupakan salah satu komponen utama dalam
pengelolaan keuangan daerah yang diklasifikasikan berdasarkan sumber dan
tujuan penggunaannya. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
belanja infrastruktur meliputi beberapa kategori seperti belanja modal tanah,
yang mencakup pengadaan dan pematangan lahan; belanja modal peralatan dan
mesin yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan; serta
belanja modal gedung, bangunan, dan infrastruktur fisik lainnya seperti jalan,
irigasi, dan jaringan.

Dalam pengelolaannya, pemerintah juga dapat bekerjasama dengan pihak
swasta untuk pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat luas.
Evaluasi terhadap kinerja belanja infrastruktur mencakup indikator seperti
ketersediaan fisik, kualitas, kesesuaian dengan kebutuhan, tingkat
pemanfaatan, dan dampak penciptaan lapangan kerja. Menurut peraturan,
belanja infrastruktur pelayanan publik setidaknya harus mencakup 40% dari
total anggaran daerah, dengan fokus pada pencapaian kualitas layanan publik

yang optimal.

2.1.6 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk
menunjukkan perbedaan biaya konstruksi antara berbagai wilayah, yang mencakup
harga bahan bangunan, tenaga kerja, dan peralatan konstruksi. IKK berfungsi
untuk mengukur tingkat kemahalan yang dihadapi dalam proses pembangunan
infrastruktur di setiap daerah (Ibrahim, 2021). Faktor-faktor seperti kondisi
geografis, ketersediaan material, biaya transportasi, dan kondisi sosial-ekonomi

suatu wilayah dapat memengaruhi nilai IKK. Semakin tinggi indeks kemahalan
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konstruksi maka semakin mahal biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

sebuah proyek konstruksi di suatu wilayah.

Menurut Teori Perbedaan Biaya Wilayah (Spatial Price Differences Theory)
perbedaan biaya konstruksi di berbagai wilayah disebabkan oleh perbedaan dalam
faktor-faktor geografis, ekonomi, dan ketersediaan sumber daya. Menurut teori ini,
wilayah yang lebih jauh dari pusat distribusi atau yang memiliki infrastruktur
transportasi terbatas cenderung mengalami harga yang lebih tinggi untuk barang-
barang konstruksi (Budiarty et al., 2022). Hal ini dikarenakan meningkatnya biaya
pengangkutan dan tantangan distribusi. John Stuart Mill mengemukakan bahwa
perbedaan biaya antar wilayah juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi lokal
dalam menghasilkan atau mengimpor material. Wilayah yang memiliki sumber
daya lokal yang melimpah cenderung memiliki IKK yang lebih rendah karena
keterjangkauan material yang lebih baik (Ibrahim, 2021).

Teori Perdagangan Internasional dan Biaya Transportasi (/nternational Trade and
Transportation Cost Theory) menjelaskan peran penting biaya transportasi dalam
menentukan harga akhir barang di lokasi tujuan. Dalam konteks konstruksi, teori
ini menjelaskan bahwa semakin jauh lokasi suatu wilayah dari pusat-pusat
produksi material, semakin tinggi biaya transportasi yang dibutuhkan. Wilayah
terpencil seperti pulau-pulau kecil atau daerah dengan infrastruktur transportasi
yang belum memadai akan memiliki IKK yang lebih tinggi karena adanya
peningkatan biaya untuk mendatangkan bahan bangunan dari luar wilayah
tersebut.(Harahap & Adrison, 2023) David Ricardo dan Paul Krugman menyoroti
peran biaya transportasi dan jarak geografis dalam perdagangan internasional, yang

juga relevan untuk menjelaskan perbedaan IKK di berbagai wilayah.

Teori Permintaan dan Penawaran (Supply and Demand Theory) menjelaskan
bahwa harga bahan bangunan dan tenaga kerja akan naik ketika permintaan
meningkat, sementara penawaran terbatas. Di wilayah-wilayah dengan
pembangunan pesat, permintaan akan material konstruksi dan tenaga kerja sering
kali melampaui ketersediaan lokal, menyebabkan kenaikan harga. Sebaliknya, di
daerah dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah, permintaan terhadap

material dan tenaga kerja lebih sedikit, sehingga harga cenderung lebih rendah
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(Niankara, 2022). Alfred Marshall, melalui teori penawaran dan permintaan,

menjelaskan bahwa ketika ada ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja

konstruksi yang tersedia dan permintaan pembangunan, biaya tenaga kerja akan

meningkat, yang kemudian berdampak pada naiknya IKK (Inoua & Smith, 2022).

b.

Faktor Pembentuk Indeks Kemahalan Konstruksi

. Harga Material Konstruksi: Harga bahan bangunan seperti semen, baja,

kayu, pasir, dan lain-lain bervariasi di berbagai wilayah. Di daerah terpencil
atau yang sulit diakses, harga material cenderung lebih mahal karena adanya
biaya transportasi yang lebih tinggi dan keterbatasan pasokan.

Biaya Tenaga Kerja: Upah tenaga kerja konstruksi juga memengaruhi IKK.
Di wilayah dengan biaya hidup yang tinggi atau kekurangan tenaga kerja
terampil, upah pekerja konstruksi cenderung lebih tinggi. Ini berdampak

langsung pada meningkatnya biaya proyek konstruksi.

. Transportasi dan Aksesibilitas: Biaya untuk mengangkut material dan

tenaga kerja ke lokasi proyek konstruksi sering kali lebih tinggi di daerah
yang kurang aksesibilitas seperti pulau-pulau terpencil, pegunungan, atau
wilayah dengan infrastruktur transportasi yang buruk. Kondisi ini
menyebabkan harga material dan peralatan konstruksi meningkat, sehingga
meningkatkan IKK.

Kondisi Geografis: Wilayah dengan topografi yang sulit (seperti daerah
pegunungan atau daerah dengan curah hujan tinggi) cenderung memiliki
IKK yang lebih tinggi karena tantangan teknis dan risiko konstruksi yang
lebih besar.

Inflasi dan Stabilitas Ekonomi: Perubahan harga material dan tenaga kerja
yang disebabkan oleh inflasi dan kondisi ekonomi juga memengaruhi IKK.
Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan biaya konstruksi karena

meningkatnya harga bahan baku dan tenaga kerja.

Penggunaan Indeks Kemahalan Konstruksi dalam Pemerintahan

Pemerintah Indonesia menggunakan IKK sebagai alat bantu dalam alokasi

anggaran dan perencanaan pembangunan infrastruktur. Misalnya, daerah-

daerah dengan IKK tinggi, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur,
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sering kali menerima dana tambahan untuk proyek-proyek infrastruktur guna
mengimbangi kemahalan konstruksi di wilayah tersebut (Anggreani & Ratih,
n.d.). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur
tidak hanya terpusat di daerah dengan IKK rendah, seperti Jawa dan Sumatera,

melainkan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, IKK juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan
pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan
regional. Dengan mengetahui IKK, pemerintah dapat menyusun strategi
pengembangan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan, terutama di
wilayah yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi yang signifikan(Cao

& Ashuri, 2020).

c. Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK biasanya dilakukan dengan membandingkan biaya-biaya
elemen-elemen konstruksi di suatu daerah terhadap daerah acuan. IKK
digunakan sebagai salah satu variabel dalam perhitungan Dana Alokasi Umum
(DAU), membantu pemerintah dalam menentukan anggaran yang tepat untuk
proyek-proyek konstruksi berdasarkan kebutuhan spesifik daerah. Selain itu,
IKK juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mengikuti tender proyek konstruksi (Marlissa et al., 2020). Beberapa metode

yang umum digunakan dalam penghitungan IKK mencakup:

1. Metode perbandingan harga: Harga-harga material, upah tenaga kerja,
dan biaya transportasi di suatu daerah dibandingkan dengan daerah
acuan.

2. Metode survei: Pengumpulan data harga aktual di lapangan melalui
survei yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

3. Pengukuran periodik: IKK biasanya diukur secara periodik (misalnya
tahunan) untuk mengukur perubahan atau fluktuasi biaya konstruksi dari

waktu ke waktu.

IK K kab/kota = (Hlizl (PPPproyeki) Wli) . 100
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Kepadatan Penduduk

Penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk

yang tinggal di suatu wilayah tertentu per satuan luas wilayah tersebut. Biasanya

dinyatakan dalam jumlah penduduk per kilometer persegi atau per mil persegi.

Kepadatan penduduk memberikan informasi mengenai seberapa padat atau jarang

suatu wilayah dihuni, yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek

sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah (Mueller, 2020). Menurut Badan

Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk didefinisikan sebagai rasio antara

jumlah total penduduk dengan luas wilayah tertentu.

a.

1.

b.

Jenis-jenis Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk Arithmetis: Mengukur jumlah penduduk per satuan
luas wilayah secara keseluruhan. Ini adalah ukuran kepadatan yang paling
umum digunakan dan memberikan gambaran umum mengenai distribusi
penduduk di suatu wilayah.

Kepadatan Penduduk Fisiologis: Mengukur jumlah penduduk persatuan
luas wilayah pertanian yang produktif. Jenis kepadatan ini lebih spesifik
karena hanya memperhitungkan lahan yang dapat digunakan untuk
pertanian, sehingga memberikan gambaran tentang tekanan populasi pada
sumber daya pangan.

Kepadatan Penduduk Agraris: Mengukur jumlah petani atau penduduk
yang bekerja di sektor pertanian per luas lahan pertanian. Ini digunakan
untuk melihat beban lahan pertanian dalam menopang penduduk yang
menggantungkan hidupnya pada sektor agraris.

Kepadatan Penduduk Ekonomi: Mengukur jumlah penduduk per luas
wilayah yang memiliki nilai ekonomi (seperti kawasan industri atau
komersial). Ini digunakan untuk menggambarkan distribusi aktivitas

ekonomi di suatu wilayah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor fisiografis,

ekonomi, sosial budaya, demografi, serta kebijakan migrasi. Memahami faktor-

faktor ini penting untuk merencanakan pembangunan dan pengelolaan sumber
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daya di wilayah tertentu (Jung et al., 2024).

1.

Ketersediaan Sumber Daya Alam: Wilayah yang kaya akan sumber
daya alam seperti air, tanah subur, dan mineral cenderung memiliki
kepadatan penduduk yang lebih tinggi karena mampu mendukung
kehidupan masyarakat secara lebih baik.

Iklim dan Kondisi Geografis: Wilayah dengan iklim yang lebih nyaman
dan kondisi geografis yang mendukung, seperti dataran rendah yang
subur, cenderung lebih padat penduduk. Sebaliknya, daerah dengan
kondisi alam yang ekstrem, seperti pegunungan tinggi atau daerah
gurun, biasanya lebih jarang dihuni.

Infrastruktur dan Fasilitas: Wilayah yang memiliki infrastruktur yang
baik, seperti jalan raya, jaringan listrik, sekolah, dan rumah sakit,
cenderung lebih menarik bagi penduduk untuk tinggal, sehingga
meningkatkan kepadatan penduduk.

Kesempatan Ekonomi: Daerah yang menawarkan banyak peluang
ekonomi, seperti kota-kota besar dan kawasan industri, biasanya
memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi dan menarik migrasi penduduk
dari wilayah lain. Akibatnya, kepadatan penduduk di daerah tersebut
meningkat.

Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah, seperti pengembangan
wilayah baru atau program transmigrasi, juga dapat mempengaruhi

distribusi dan kepadatan penduduk di suatu wilayah.

c. Teori Kepadatan Penduduk dalam Pembangunan Wilayah

Kepadatan penduduk merupakan indikator penting dalam analisis sosial,

ekonomi, dan lingkungan suatu wilayah. Dengan memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kepadatan penduduk serta dampaknya terhadap berbagai aspek

kehidupan, para pengambil kebijakan dapat merancang strategi pembangunan

yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun kepadatan penduduk yang

tinggi dapat memicu masalah sosial dan lingkungan, dengan perencanaan yang

baik, wilayah yang padat penduduk dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi

yang dinamis dan berkelanjutan. Thomas Robert Malthus dengan Teori

Malthusian dalam bukunya 4n Essay on the Principle of Population (1798)
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menyatakan bahwa populasi cenderung meningkat secara geometris, sementara
sumber daya (terutama pangan) hanya meningkat secara aritmetis. Menurut
Malthus, bila kepadatan penduduk terus meningkat tanpa adanya peningkatan
signifikan dalam produksi pangan, maka akan terjadi kelaparan, kemiskinan,

dan krisis sosial.

— Jumlah Penduduk (Jiwa)
Luas Wilayah (kmz2)

Kepadatan Penduduk

2.1.8 Kendaraan Berat

Jumlah kendaraan berat di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang
signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama pada sektor
logistik, konstruksi, dan industri manufaktur. Berdasarkan klasifikasi dalam
Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023, kendaraan berat mencakup bus
besar dan truk besar, yang masing-masing terdiri atas kendaraan bersumbu dua
hingga tiga, serta truk gandeng dan truk tempel (semitrailer) dengan panjang lebih
dari 12 meter. Klasifikasi ini penting dalam konteks perencanaan infrastruktur
jalan, karena kendaraan berat memiliki beban sumbu yang lebih besar dan
berdampak signifikan terhadap kondisi jalan(Manullang, 2024).

Hubungan antara tingginya volume kendaraan berat dengan penurunan tingkat
kemantapan jalan nasional merupakan salah satu aspek krusial dalam studi
ekonomi infrastruktur, khususnya dalam perencanaan sistem transportasi.
Peningkatan jumlah kendaraan berat yang melintasi jaringan jalan nasional akan
menyebabkan beban struktural yang lebih besar pada badan jalan, sehingga
mempercepat terjadinya kerusakan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya
kemampuan jalan dalam menjalankan fungsi pelayanan transportasi secara
optimal. Kendaraan berat, yang memiliki beban gandar jauh lebih besar
dibandingkan kendaraan ringan, menjadi salah satu penyebab utama degradasi
kualitas jalan, terlebih apabila jalan tidak dirancang untuk menahan beban berat
dalam jangka panjang (Daeli, 2024).

Secara teoritis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Highway
Pavement Deterioration Model, khususnya model HDM-4 (Highway Development

and Management Model) yang banyak digunakan dalam perencanaan dan
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pengelolaan infrastruktur jalan secara global. Model ini menekankan bahwa
intensitas kendaraan berat, yang dikonversikan ke dalam satuan Equivalent Single
Axle Load (ESAL), merupakan variabel kunci yang menentukan tingkat percepatan
kerusakan perkerasan jalan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ESAL akibat
lalu lintas kendaraan berat, maka semakin cepat pula penurunan kondisi fisik jalan
terjadi. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan ekonomi transportasi, penting
untuk memasukkan proyeksi jumlah kendaraan berat sebagai pertimbangan utama
dalam penyusunan desain teknis jalan dan strategi pemeliharaan infrastruktur (Jain
et al., 2005).
Melalui pendekatan komparasi, jumlah kendaraan berat membantu menganalisis
perbedaan pengaruh antara wilayah dengan karakteristik yang berbeda, seperti
tingkat urbanisasi, konektivitas, dan alokasi anggaran jalan. Jumlah kendaraan
berat menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan
pemerintah dalam mendukung infrastruktur jalan (Putri, 2022). Dalam studi
transportasi, jumlah kendaraan berat sering digunakan sebagai proksi untuk beban
lalu lintas ketika data langsung seperti Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tidak
tersedia.
a. Komponen-Komponen Kendaraan Berat
Kendaraan berat terdiri dari berbagai jenis kendaraan yang dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1. Kendaraan komersial: Truk barang (ringan dan berat) dan bus angkutan
umum.
2. Kendaraan khusus: Kendaraan berat (alat berat seperti crane dan bulldozer,
jika terdaftar).
Menurut Badan Pusat Statistik Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia
menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam kategori
sepeda motor yang mendominasi pasar. Data dari berbagai sumber
menunjukkan bahwa pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial,
dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat.
Pertumbuhan kendaraan bermotor sering kali mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang meningkat namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga
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memberikan tekanan langsung pada jalan, yang berpotensi mengurangi tingkat

kemantapan jalan.

2.1.9

a.

Hubungan Antar Variabel

Hubungan Belanja Infrastruktur terhadap Kemantapan Jalan
Belanja infrastruktur memiliki hubungan yang signifikan dengan
kemantapan jalan. Peningkatan alokasi dana untuk pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur jalan terbukti meningkatkan kualitas jalan, yang
pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor lain juga
dapat mempengaruhi, sehingga pendekatan holistik dalam perencanaan dan
penganggaran infrastruktur sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang
optimal.

Hubungan Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap Kemantapan
Jalan

Hubungan antara indeks kemahalan konstruksi dan kemantapan jalan
sangat kompleks. Meskipun IKK yang tinggi dapat menjadi tantangan bagi
pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran yang baik dan investasi
yang tepat dapat membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan
kemantapan jalan (B. E. Saputra, 2023). Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan
dan penganggaran infrastruktur untuk memastikan konektivitas dan
mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Hubungan Kepadatan Penduduk terhadap Kemantapan Jalan
Peningkatan kepadatan penduduk dapat membawa tantangan bagi kondisi
jalan jika tidak diimbangi dengan investasi yang memadai dalam
infrastruktur dan pemeliharaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
untuk mempertimbangkan faktor demografis dalam perencanaan dan
penganggaran infrastruktur guna memastikan kemantapan jalan tetap
terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara
berkelanjutan.

Hubungan Kendaraan Berat dengan Kemantapan Jalan

Peningkatan jumlah kendaraan berat yang melintasi jaringan jalan nasional

secara langsung berdampak pada percepatan kerusakan fisik jalan, yang
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pada akhirnya menurunkan tingkat kemantapan jalan tersebut. Hal ini
terjadi karena kendaraan berat memiliki beban gandar yang jauh lebih
tinggi dibandingkan kendaraan ringan, sehingga memberikan tekanan lebih

besar terhadap struktur perkerasan jalan.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.

Peneliti, Tahun, Judul,

Metode Penelitian Hasil Penelitian

Siti  Sarah Zuhro (2024),

Analisis  Pengaruh  Belanja Secara keseluruhan, variabel belanja

Infrastruktur, Indeks . frastruktur,  indeks  kemahalan

Kemahalan Konstruksi, Dan konstruksi, kepadatan penduduk, dan

Kepadatan Penduduk Terhadap dummy pandemi COVID-19, secara

Kemantapan Jalan Provinsi Di .
bersama-sama mempengaruhi

Indonesia (Studi Kasus . . o o
kemantapan jalan di provinsi-provinsi

Sebelum Dan Selama Pandemi

Covid-19 Tahun 2017-2022),

tersebut  selama  periode  yang

dianalisis.
metode Regresi Data Panel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan, kemantapan jalan,
Idha Marta Kurnia Ningsih

) dan akses listrik PLN berpengaruh
(2024), Pengaruh  Tingkat

negatif signifikan terhadap
Pendidikan, Infrastruktur, Dan

ketimpangan pembangunan,
Jumlah Penduduk Terhadap

) sedangkan jumlah penduduk
Ketimpangan Pembangunan 5 o
berpengaruh positif signifikan. Secara
Pulau Di Indonesia Tahun
2013-2022, metode Pendekatan

Kuantitatif.

keseluruhan, variabel-variabel ini
menjelaskan ~ 99%  ketimpangan
pembangunan pulau-pulau di

Indonesia.
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No.

Peneliti, Tahun, Judul,
Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Daeli, Yahya (2024), Pengaruh
Beban Berlebih  Terhadap
Kerusakan Jalan Pada Ruas
Kol. Yos

Jalan Sudarso,

metode kualitatif Bina Marga.

Perlu dilakukan penanganan terhadap

tingkat  kerusakan  jalan  untuk
mengurangi resiko kecelakaan dan
memberikan rasa aman dan nyaman

dalam berkendara bagi pengguna jalan.

Maharani  (2023),  Faktor
Pengaruh Tingkat Kemantapan
Jalan Provinsi di Indonesia,
Linier

metode Regresi

Berganda dan Geospatial.

infrastruktur,
penduduk, indeks

konstruksi (IKK), dan produk domestik
regional bruto (PDRB)

Anggaran kepadatan

kemahalan

semuanya

berkontribusi  signifikan  terhadap

kualitas jalan.

Ashraf Ud Din (2023), Green
Road Transportation
Management And
Environmental Sustainability:
The Impact Of Population
Density,

for Social Science(SPSS) dan

Statictical Program

Microsoft Excel.

Kepadatan penduduk memiliki efek
antagonis terhadap hubungan antara
kepadatan jalan dan kelestarian
lingkungan. Artinya, semakin tinggi
kepadatan penduduk, semakin besar
dampak negatif dari kepadatan jalan

terhadap kelestarian lingkungan.

Moh Mudassir Al (2022),

Analisis Infrastruktur Jalan
Atas Pertumbuhan PDRB Di
Kabupaten Parigi Moutong
Sulawesi Tengah, Perhitungan

FElastisitas

Elastisitas inelastis dari  catatan
panjang jalan terhadap pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong
dari tahun 2007 hingga 2019 adalah
0,49 persen. Di Kabupaten Parigi
Moutong, elastisitas anggaran untuk
pertumbuhan ekonomi ruas jalan dari
tahun 2007 sampai dengan 2019

inelastis.
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Peneliti, Tahun, Judul,

No. Metode Penelitian

Hasil Penelitian

Prayoga Luthfil Hadi, Tilaka
Santosa

Indeks

Wasanta,
(2021),
7 Infrastruktur Jalan Terhadap
Di

Wimpy
Pengaruh
Indikator Ekonomi
Indonesia, Pendekatan

Kuantitatif.

Peningkatan  indeks  infrastruktur
penduduk menyebabkan penurunan
indikator
indeks

dibutuhkan lebih banyak jalan untuk

PDRB dan peningkatan

kemiskinan, yang berarti

melayani penduduk.

Marsus  (2020),
Infrastruktur

PDRB

Pengaruh
Panjang Jalan
Terhadap dan
Pertumbuhan Ekonomi Kota
Linier

Palopo, Regresi

Berganda.

Jalan Kota Palopo memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap PDRB Kota
Palopo dengan nilai r-square sebesar
84,8%.

Sedangkan terhadap

pertumbuhan  ekonomi  memiliki

pengaruh yang tidak begitu besar, yaitu
hanya 33,7%

Alghamdi
(2020), Impact of Population
Urban

dan  Alhusseini

Density on
Infrastructure: A Comparative
Analysis of Cities in Saudi
Arabia, Sub-sample Analysis.

Perencanaan infrastruktur harus

mempertimbangkan variasi kepadatan
penduduk di berbagai wilayah untuk
mencapai efisiensi dan keberlanjutan,
serta merekomendasikan pendekatan
berbeda

dalam pengelolaan

infrastruktur ~ bagi  kota  dengan

karakteristik kepadatan yang berbeda.

Sumber: Diolah peneliti (2025)

Berdasarkan penelitian-penelitian pada tinjauan empiris diatas, dapat gap

penelitian yang membedakan penelitian- penelitian terdahulu yaitu:

a. Penelitian Maharani (2023) dan Idha Marta Kurnia Ningsih (2024)

menggunakan pendekatan kuantitatif seperti regresi linier atau geospatial,

tetapi penelitian ini melakukan analisis lebih mendalam atau dengan metode

kualitatif yang kurang dijelajahi.

b. Sebagian besar penelitian fokus pada daerah tertentu, seperti Kabupaten Parigi
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Moutong, Kota Palopo, atau 5 pulau besar di Indonesia. Sementara itu
penelitian ini mencakup wilayah yang berbeda atau perbandingan antarwilayah
dengan fokus mendalam pada karakteristik unik, itu dapat menjadi celah yang
relevan.

c. Pendekatan Metode Sub-Sample Analysis untuk mengeksplorasi perbedaan
antara Indonesia Timur dan Barat memberikan metodologi baru dalam
memahami variabel yang sama tetapi dengan hasil yang lebih mendalam dan
terfokus pada perbedaan wilayah.

d. Pengaruh kepadatan penduduk terhadap infrastruktur jalan di konteks
komparasi wilayah pengaruh kepadatan penduduk mungkin berbeda antara dua

wilayah yang memiliki kepadatan dan pembangunan yang tidak merata.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peningkatan belanja infrastruktur, khususnya pada jalan nasional, berperan penting
dalam meningkatkan kondisi kemantapan jalan. Hal ini berdampak langsung pada
efisiensi transportasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan
produktivitas, serta memperkuat daya saing wilayah. Menurut teori Keynes,
pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur memiliki efek multiplier terhadap
perekonomian. Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan
atau perbaikan jalan nasional, hal tersebut tidak hanya memperbaiki kualitas jalan,
tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pendapatan
masyarakat, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan

(Aprilia & Aida, 2024).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, tingkat kemantapan jalan nasional pada
tahun 2023 telah mencapai sekitar 90 persen. Pencapaian ini berkontribusi
signifikan terhadap penurunan biaya logistik, yaitu dari 24 persen menjadi 14
persen terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan biaya logistik ini
meningkatkan daya saing ekonomi nasional, karena efisiensi transportasi mampu
menekan biaya produksi dan distribusi. Dengan demikian, investasi pada
infrastruktur jalan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga menjadi
faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara

berkelanjutan.
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Tingginya indeks kemahalan konstruksi berdampak negatif terhadap kemantapan
jalan nasional karena membatasi efektivitas investasi infrastruktur, terutama di
wilayah terpencil dengan biaya tinggi. Hal ini menyebabkan pengurangan skala
proyek, penurunan kualitas konstruksi, dan keterbatasan pemeliharaan, yang pada
akhirnya melemahkan konektivitas, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.
Upaya untuk mengatasi hal ini memerlukan inovasi teknologi, optimasi logistik,
dan kebijakan afirmatif untuk mengurangi biaya konstruksi dan meningkatkan

efisiensi investasi infrastruktur.

Di Indonesia Timur, kepadatan penduduk yang meningkat mendorong investasi
dan pembangunan jalan, meningkatkan kemantapan jalan sesuai dengan teori
pertumbuhan endogen. Sebaliknya, di Indonesia Barat, kepadatan yang tinggi
memberikan tekanan besar pada infrastruktur jalan, menyebabkan penurunan
kemantapan sesuai dengan teori diminishing returns (Usman et al., 2023). Untuk
mengatasi perbedaan ini, diperlukan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing wilayah, seperti pengendalian beban jalan di Barat dan percepatan

pembangunan infrastruktur di Timur.

Kendaraan berat memberikan pengaruh terhadap kemantapan jalan nasional karena
menciptakan beban berlebih, meningkatkan biaya pemeliharaan, mempercepat
kerusakan akibat kemacetan, dan menimbulkan eksternalitas negatif seperti polusi.
Untuk mengatasi dampak 1ni, diperlukan kebijakan seperti pengendalian jumlah
kendaraan berat, optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk mengurangi tekanan

pada infrastruktur jalan.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dikemukakan mengenai

hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) kemudian

dikembangkan menjadi kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

The Wealth of
1 1
Nations (1776) Belanja Infrastruktur (+)
Spatial Price Indeks Kemahalan Kemantapan
Differences Konstruksi (-) Jalan
Theory Nasional
(Y)
Teori
. +
Malthusian Kepadatan Penduduk (+) ‘ :
Teori
o Pertumbuhan
ighway Pavement Ekonomi
Deterioration Model Kendaraan Berat (-)

Sumber: Diolah penulis(2025)

Gambar 6 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis yang diperoleh:

1.

a. Diduga Belanja Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di Indonesia Timur pada tahun 2017- 2022.

b. Diduga Belanja Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di Indonesia Barat pada tahun 2017- 2022.

a. Diduga Indeks Kemahalan Konstruksi berpengaruh negatif terhadap
kemantapan jalan nasional di Indonesia Timur pada tahun 2017- 2022.

b. Diduga Indeks Kemahalan Konstruksi berpengaruh negatif terhadap
kemantapan jalan nasional Indonesia Barat pada tahun 2017- 2022.

a. Diduga Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di Indonesia Timur pada tahun 2017- 2022.

b. Diduga Kepadatan Penduduk berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di Indonesia Barat pada tahun 2017- 2022.

a. Diduga Kendaraan Berat berpengaruh negatif terhadap kemantapan jalan

nasional di Indonesia Timur pada tahun 2017- 2022.
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b. Diduga Kendaraan Berat berpengaruh negatif terhadap kemantapan jalan
nasional di Indonesia Barat pada tahun 2017- 2022.

. Diduga secara simultan, variabel belanja infrastruktur, indeks kemahalan
konstruksi, kepadatan penduduk, dan kendaraan berat secara bersama-sama
memiliki pengaruh signifikan terhadap kemantapan jalan nasional di
wilayah Indonesia, baik di kawasan Timur maupun Barat pada tahun 2017-

2022.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel kemantapan jalan nasional di
Indonesia sebagai variabel terikat (Y) dan variabel belanja infrastruktur, indeks
kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan kendaraan berat sebagai variabel

bebas (X).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
wilayah Indonesia dibagi menjadi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan
Timur Indonesia (KTI) untuk menentukan strategi dalam mengurangi ketimpangan
pembangunan antarwilayah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi nasional. Pada awalnya, penelitian ini menggunakan 38 provinsi dimana
tersisa 9 provinsi yang tidak digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan 5
provinsi Papua dan (Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua
Selatan, dan Papua Barat Daya) merupakan provinsi pemekaran di Indonesia, 1

provinsi (DKI Jakarta) memiliki keterbatasan data pada variabel kemantapan jalan.

Pada uji normalitas terdapat data yang tidak terdistribusi secara noral, sehingga
salah satu cara agar data terdistribusi normal ialah membuang outliers. Outliers
adalah data yang memiliki perbedaan nilai yang cukup ekstrem. Outliers terdeteksi
pada 2 provinsi (Maluku dan Maluku Utara) yakni provinsi Kawasan Timur

Indonesia.
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Tabel 2. Outliers data Kawasan Timur Indonesia

KIN BIF KK _KP KB Y
Provinsi - Tahun X1 X2 X3 X4 Stazls‘tig;‘ze absstd  Ket.
2017 849 61433187020 121.06 37 11750  -007 00697  tidak
2018 913 5785042304 12639 37 12611  -0.039  0.0394 tidak

2019 913 4.30E+26 123.02 38 13296 7.1574 7.1574  outlier

Maluku 2020  90.7 4524054500 12438 39 13513 -0.042 0.0421  tidak
2021 921  265,706,115,230 124.61 40 14209 -0.035 0.0355  tidak
2022 92.7  26,215,715497 107.97 41  1E+05 -0.033 0.0328  tidak
2017 855 1.42E+11 12092 38 9840 -0.067 0.0666  tidak
2018 93 41042171303 116.55 39 10561 -0.031 0.0312  tidak
Maluku 2019 93.4 5.30E+26 119.11 39 11273 4.827 4.827  outlier

Utara 2020 934 22291283360 120.52 40 11465 -0.029 0.0294  tidak
2021 924 230,928,287,503  112.31 41 12498 -0.034 0.0343  tidak
2022 883 233,484,824,934 1106 41 13509 -0.054 0.0536  tidak

Sumber: diolah peneliti (2025), Lampiran 18

Maka, pada penelitian ini peneliti akan melihat pengaruh pada 29 provinsi yang
terdiri dari 11 provinsi Kawasan Timur Indonesia dan 18 provinsi Kawasan Barat
Indonesia secara terpisah yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Bangka Belitung,
Lampung, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk kawasan barat dan
untuk kawasan timur meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Bali.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pengaruh belanja
infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan jumlah
kendaraan berat terhadap kemantapan jalan nasional di Indonesia Kawasan Timur
dan Barat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode sub-sampel analisis
untuk membandingkan pengaruh variabel-variabel tersebut antara wilayah

Indonesia bagian Timur dan Barat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik
untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian secara objektif.
Metode ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara
statistik. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang
dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, serta memberikan pemahaman
yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti (Mustafa et al., 2022).

Berikut daftar variabel yang digunakan dalam penelitian ini:
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Tabel 3. Ringkasan Variabel Penelitian

Nama Variabel Simbol  Satuan Sumber Data
Kemantapan Jalan Nasional =~ KJN Persen Kementrian PU
Belanja Infrastruktur BIF Triliun DJPK Kementrian
Rupiah Keuangan
Indeks Kemahalan IKK Indeks Badan Pusat Statistik
Konstruksi

Kepadatan Penduduk KP  Jiwa/km? Badan Pusat Statistik
Kendaraan Berat KB Unit Badan Pusat Statistik

Sumber: Diolah peneliti (2025)

3.3 Definisi Oprasional Variabel
Definisi operasional variabel yang menjadi fokus analisis diuraikan sebagai
berikut:
a. Kemantapan Jalan Nasional
Kemantapan jalan adalah tingkat kualitas kondisi fisik jalan yang diukur
berdasarkan persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi stabil atau mantap
(baik atau sedang) terhadap total panjang jalan yang ada di suatu wilayah.
Pengukuran kemantapan jalan dilakukan melalui survei kondisi jalan dengan
menggunakan metode visual atau mekanis, seperti roughness meter atau uji falling
weight deflectometer (FWD). Jalan dengan kondisi mantap didefinisikan sebagai
jalan yang permukaannya masih dapat berfungsi optimal, tidak mengalami
kerusakan signifikan seperti lubang besar, retakan, atau deformasi yang
membahayakan pengguna jalan.

a. Skala pengukuran: Persentase (%)

b. Sumber data: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Kategori: Baik, Sedang, Rusak Ringan, Rusak Berat.
b. Belanja Infrastruktur
Belanja infrastruktur adalah jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah atau pusat untuk pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur
fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas air bersih, dan jaringan listrik di
suatu wilayah selama satu periode anggaran. Belanja infrastruktur dapat mencakup

belanja modal (capital expenditures) serta biaya operasi dan pemeliharaan
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infrastruktur. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat realisasi anggaran belanja
infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

a. Skala pengukuran: Rupiah (Rp)

b. Sumber data: DJPK Kementrian Keuangan

c. Kategori: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan.
Semakin tinggi alokasi belanja infrastruktur, maka semakin besar potensi
perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional, sehingga meningkatkan persentase

jalan mantap.

c. Indeks Kemahalan Konstruksi
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat
perbedaan biaya konstruksi di suatu wilayah dibandingkan dengan biaya standar
pada tingkat nasional. IKK memperhitungkan komponen harga bahan bangunan,
upah tenaga kerja, dan biaya alat-alat konstruksi di suatu daerah. Semakin tinggi
IKK, semakin mahal biaya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. IKK
diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei harga dan
upah terkait konstruksi di wilayah-wilayah tertentu.

a. Skala pengukuran: Indeks (angka tanpa satuan).

b. Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS),

c. Kategori: Wilayah dengan biaya konstruksi murah (IKK rendah), sedang,

dan mahal (IKK tinggi).

Wilayah dengan indeks kemahalan konstruksi tinggi cenderung memerlukan biaya
lebih besar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, yang dapat menghambat

peningkatan kemantapan jalan.

d. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah per
satuan luas wilayah tersebut, biasanya dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer
persegi (jiwa/km?). Pengukuran ini dilakukan dengan membagi total jumlah
penduduk dengan luas wilayah suatu daerah. Kepadatan penduduk digunakan
sebagai salah satu indikator untuk mengukur tekanan demografis pada sumber daya

dan infrastruktur di wilayah tersebut.
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a. Skala pengukuran: Jiwa per kilometer persegi (jiwa/km?).

b. Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS).

c. Kategori: Wilayah berpenduduk jarang, sedang, dan padat.
Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sering kali memiliki lalu lintas yang
padat, yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Namun, kepadatan juga dapat

mendorong prioritas perbaikan jalan.

e. Jumlah Kendaraan Berat
Menurut Badan Pusat Statistik mobil bus adalah kendaraan bermotor besar yang
dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk
tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi,
sementara itu mobil truk adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk
angkutan barang, selain mobil penunmpang, mobil bus, dan kendaraan bermotor
roda dua.

a. Skala pengukuran: Unit

b. Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS)

c. Kategori: Kendaraan berat (truk dan bus)
Semakin tinggi jumlah kendaraan berat, semakin besar beban pada jalan nasional,
yang dapat menyebabkan kerusakan lebih cepat. Akibatnya, upaya peningkatan

kemantapan jalan perlu lebih intensif.

3.4 Metode Analisis

Penulis menggunakan data panel (panel pooled data) dalam penelitian ini, yakni
kombinasi antara data silang (cross section) dan data runtun waktu (time series).
Penggunaan data panel terdapat beberapa keunggulan. Data panel merupakan
gabungan dari data cross-section dan data time series, sehingga kombinasi ini
menghasilkan jumlah data yang lebih banyak dan meningkatkan degree of freedom
dalam analisis. Integrasi informasi dari kedua jenis data ini memungkinkan untuk
mengatasi permasalahan yang muncul akibat penghilangan variabel (omitted

variable), sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat.

3.5 Metode Estimasi
Ketidakseimbangan skala data sering kali menjadi tantangan dalam penelitian,

terutama ketika variabel yang digunakan, seperti belanja infrastruktur, jumlah
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kendaraan bermotor, atau kepadatan penduduk, memiliki rentang nilai yang sangat
besar atau tidak sebanding (skewed). Menurut Teorema Transformasi Tukey
(1977) menunjukkan bahwa berbagai transformasi, termasuk logaritma, membantu
memperbaiki normalitas, homogenitas varians, dan linearitas. Transformasi
logaritma membantu memperkecil skala variabel sehingga distribusi data menjadi
lebih mendekati normal. Adapun model regresi data panel terkait analisis pengaruh
belanja infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan
kendaraan berat terhadap kemantapan jalan nasional di Indonesia, tinjauan
komprehensif kawasan Indonesia Timur dan Kawasan Indonesia Barat yang
sebelumnya adalah:

KJNit = Bo + B1BIFi - B2IKKi: + B3KPi¢ - B4KBi¢ + &t
Dalam penelitian ini, digunakan model regresi yang menggabungkan variabel
independen dalam dua bentuk, yaitu level dan logaritma natural (In), sementara
variabel dependennya tetap dalam bentuk level. Model seperti ini dikenal sebagai
model semi-log atau lin-log, yang menurut Gujarati (2004), memiliki cara
interpretasi koefisien yang berbeda dibandingkan dengan model regresi linier
biasa. Ketika variabel independen ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma
natural, maka koefisien regresinya diinterpretasikan sebagai perubahan absolut
pada variabel dependen akibat perubahan 1 persen pada variabel independen yang
telah dilogaritmakan, yaitu sebesar fTio dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris
paribus).
Transformasi log ini berguna karena mencerminkan perubahan dalam bentuk
persentase, sehingga cocok digunakan untuk menganalisis hubungan ekonomi
yang bersifat non-linier, terutama ketika perubahan relatif lebih bermakna
dibandingkan perubahan absolut. Sementara itu, untuk variabel independen yang
tetap dalam bentuk level, interpretasinya tetap mengikuti prinsip regresi linier biasa
(Kusumawardhani et al., 2021). Dengan demikian, penggunaan model semi-log
memberikan fleksibilitas dalam menangkap hubungan antar variabel yang
memiliki skala dan karakteristik yang berbeda.
Setelah dilakukan tahap logarirma natural, dapat ditransformasikan menjadi:

KJNi¢ = po + piln_BIFij¢ - B2IKKj¢ + Bsln_KPi¢ - Baln_KBi¢ + &i¢
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Keterangan :

KIN : Kemantapan Jalan Nasional
BIF : Belanja Infrastruktur

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi
KP : Kepadatan Penduduk

KB : Kendaraan Berat

Bo : Konstanta

B1, P2, B3, P4+ : Koefisien Regresi

€ : Error Term
In : Logaritma Natural
1 : 29 provinsi di Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa
Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Bangka Belitung,
Lampung, Banten, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi
Barat, dan Bali.)

t : Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Hubungan antara variabel independen yaitu Belanja Infrastruktur (Xi), Indeks
Kemahalan Konstruksi (X2), Kepadatan Penduduk (X3), dan Kendaraan Berat (X4)
terhadap variabel dependen Kemantapan Jalan Nasional (Y) akan dianalisa

menggunakan regresi berganda menggunakan sofiware Eviews.

3.6 Prosedur Analisis

a.  Analisis Statistik Deskriptif

Untuk memahami karakteristik yang lebih mendalam dari setiap variabel yang
digunakan dalam penelitian, dilakukan analisis statistik deskriptif. Melalui tabel
statistik deskriptif, disajikan hasil pengukuran yang mencakup nilai rata-rata,
minimum, dan maksimum dari semua variabel yang terlibat dalam penelitian. Hasil

ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan.
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b. Estimasi Regresi Data Panel
Terdapat beberapa metode yang bisa dipergunakan dalam mengestimasi model

regresi data panel. Terdapat tiga pendekatan berbeda yakni:

a. Metode Common Effect Model (CEM)

Metode Common Effect Model (CEM) merupakan teknik perhitungan yang
paling sederhana dalam mengestimasi data panel karena hanya
mengkombinasikan data cross section dan data time series tanpa melihat
perbedaan antar waktu dan individu maka dalam perhitungannya dapat
menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dalam berbagai kurun
waktu perilaku data antar perusahaan diasumsikan sama.

b. Metode Fixed Effect Model (FEM)

Terdapat cara yang paling mudah untuk mengetahui adanya perbedaan yaitu
dengan mengasumsikan bahwa intersep adalah berbeda antar perusahaan
sementara slope-nya sama antar perusahaan. Metode Fixed Effect Model
(FEM) merupakan model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep

dalam persamaan.

c. Metode Random Effect Model (REM)

Terdapat kelemahan pada metode Fixed Effect Model (FEM), dimasukkannya
variabel dummy didalam model tersebut berakibat pada berkurangnya degree
of freedom yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Namun,
masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms)
yang diketahui sebagai metode Random Effect Model (REM). Metode ini akan
mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling
berhubungan antar waktu dan individu. Dalam mengestimasi model Random

Effect, metode yang tepat digunakan adalah Generalized Least Square (GLS).

c¢. Pemilihan Teknis Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik terbaik dalam
mengestimasi regresi data panel (Aeniyatul, 2019). Pertama, menggunakan uji
chow dalam menentukan antara metode Common Effect Model atau Fixed Effect
Model. Kedua, menggunakan uji hausman dalam menentukan antara metode Fixed

Effect Model atau Random Effect Model. Ketiga, menggunakan uji Lagrange
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Multiplier (LM) dalam menentukan antara metode Common Effect Model atau
Random Effect Model.

a. Uji Chow
Uji chow dilakukan untuk menentukan teknik terbaik antara metode Common

Effect Model atau Fixed Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Common Effect Model
H. : Fixed Effect Model

Apabila probabilitas < o = 0.05 maka Hy ditolak artinya, teknik terbaik dalam
mengestimasi regresi data panel adalah Fixed Effect Model. Sebaliknya,
apabila probabilitas > a = 0.05 maka H, ditolak, artinya teknik terbaik dalam

mengestimasi regersi data panel adalah Common Effect Model.

b. Uji Hausman Test
Uji hausman dilakukan untuk menentukan teknik terbaik antara metode Fixed

Effect Model atau Random Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Random Effect Model
H. : Fixed Effect Model

Apabila probabilitas < a = 0.05 maka Ho ditolak artinya, teknik terbaik dalam
mengestimasi regresi data panel adalah Fixed Effect Model. Sebaliknya,
apabila probabilitas > a = 0.05 maka H, ditolak, artinya teknik terbaik dalam

mengestimasi regersi data panel adalah Random Effect Model.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)
Uji LM dilakukan untuk menentukan teknik terbaik antara metode Common

Effect Model atau Random Effect Model dengan hipotesis sebagai berikut:
Ho : Common Effect Model
Ha : Random Effect Model

Apabila probabilitas Breusch-Pagan < a = 0.05 maka Hy ditolak artinya, teknik
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terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Random Effect Model.
Sebaliknya, apabila probabilitas > a = 0.05 maka H. ditolak, artinya teknik

terbaik dalam mengestimasi regersi data panel adalah Common Effect Model.

d. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis
regresi linier berganda menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Agar
suatu estimator dapat dikatakan sebagai BLUE (Best Linear Unbiased Estimator),
terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu estimator harus bersifat
linear, tidak bias, dan memiliki varian terkecil. Namun, dalam analisis data panel,
pengujian asumsi klasik tidak selalu diperlukan. Hal ini disebabkan karena data
panel memiliki kemampuan untuk mengurangi bias yang mungkin muncul dalam
hasil analisis, serta menyediakan lebih banyak informasi, variasi, dan derajat
kebebasan (Aprianto et al., 2020). Data panel memiliki sejumlah keunggulan
dibandingkan metode cross section dan time series, yang memungkinkan
pendeteksian dan pengukuran dampak dengan lebih baik, keunggulan-keunggulan

data panel meliputi:

1. Data panel mencakup pengamatan yang berkaitan dengan individu,
perusahaan, negara bagian, negara, dan lain-lain.

2. Data panel menyediakan data yang lebih informatif, dengan lebih banyak
variabilitas, lebih sedikit masalah kolinearitas antar variabel, lebih banyak
derajat kebebasan, serta lebih efisien.

3. Data panel lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan dengan
mengamati penampang lintang yang berulang.

4. Kemampuan data panel dalam mengukur dampak lebih baik daripada metode
cross section dan time series.

5. Data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih
kompleks.

6. Penggunaan data panel dapat mengurangi bias yang mungkin muncul saat

menggabungkan individu atau perusahaan ke dalam agregat yang lebih besar.

Menurut Basuki & Prawoto (2017), uji autokorelasi pada regresi data panel tidak

diwajibkan karena data panel bersifat cross section, sedangkan autokorelasi lebih
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sering terjadi pada regresi data time series. Selain itu, dalam estimasi model
Random Effect, metode yang digunakan adalah Generalized Least Square (GLS).
Metode GLS memperhitungkan heterogenitas variabel independen dan
menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (Aprianto et al., 2020).
Oleh karena itu, dalam pendekatan Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect
Model (FEM) yang menggunakan GLS, pengujian heteroskedastisitas tidak
diperlukan karena metode GLS yang digunakan sudah berfungsi untuk mengatasi

masalah heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Dalam menguji signifikansi antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat melalui uji t hanya akan valid apabila residual terdistribusi normal. Uji
normalitas dapat dilakukan menggunakan metode histogram residual yakni
sebuah metode grafis paling mudah digunakan untuk mendeteksi apakah
bentuk Probability Distribution Function (PDF) dari variabel random
terdistribusi normal atau tidak. Bentuk grafik terdistribusi normal akan
membentuk lonceng seperti distribusi t sebelumnya. Apabila histogram
residual semacam grafik terdistribusi normal maka dapat dikatakan bahwa
residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antara variabel bebas dalam satu regresi dikenal dengan
multikolinearitas. Ada dua bentuk hubungan linear yang terjadi antara variabel
bebas yaitu bentuk hubungan linear yang sempurna (perfect) dan hubungan
linear yang kurang sempurna (imperfect). Dalam mendeteksi multikolinearitas,
menggunakan korelasi parsial antarvariabel independen yaitu apabila nilai
korelasi < 0.80 menunjukkan bahwa dalam penelitian tidak terdapat masalah
multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi cukup tinggi > 0.80

menunjukkan bahwa dalam penelitian terdapat masalah multikolinearitas.

e. Pengujian Hipotesis
Penulis menggunakan uji hipotesis untuk mengukur dan menganalisis pengaruh
variabel independen terhadapa variabel dependen, penelitian ini membandingkan

wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan tujuan memahami hubungan
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antar variabel serta perbedaan yang mungkin terjadi antara kedua wilayah.

Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan saat menguji hipotesis antara lain:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji ini
menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan
terhadapa variabel dependen baik di wilayah Timur maupun Barat Indonesia.

Adapun hipotesis uji ini sebagai berikut:

i. Belanja infrastruktur terhadap Kemantapan Jalan Nasional

Ho1 : B1 =0 (Belanja infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemantapan jalan
nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, serta tidak terdapat perbedaan
signifikan dalam pengaruhnya antara kedua wilayah.)

Hai : B1 > 0 (Belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di kawasan Timur dan negatif di Barat Indonesia, dengan potensi

perbedaan signifikan dalam tingkat pengaruhnya antara kedua wilayah.)

ii. Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap Kemantapan Jalan Nasional

Ho2 : B2 = 0 (Indeks Kemahalan Konstruksi tidak berpengaruh terhadap
kemantapan jalan nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, dan tidak
ada perbedaan signifikan dalam pengaruhnya antara kedua wilayah.)

Ha : B2 < 0 (Indeks Kemahalan Kosntruksi berpengaruh negatif terhadap
kemantapan jalan di kawasan Timur dan Barat Indonesia, dengan adanya
perbedaan signifikan dalam pengaruhnya yang mungkin lebih besar di salah

satu wilayah.)

iii. Kepadatan Penduduk terhadap Kemantapan Jalan Nasional
Hos : B3 = 0 (Kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemantapan
jalan nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, dan tidak terdapat
perbedaan signifikan dalam pengaruhnya antara kedua wilayah.)
Has @ B3 > 0 (Kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap kemantapan
jalan nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, dengan potensi adanya

perbedaan signifikan dalam pengaruhnya yang dapat bervariasi antara kedua
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wilayah.)

iv. Kendaraan Berat terhadap Kemantapan Jalan Nasional

Hos4 : B4 = 0 (Kendaraan Berat tidak berpengaruh terhadap kemantapan jalan
nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, serta tidak terdapat perbedaan
signifikan dalam pengaruhnya antara kedua wilayah.)

Has : B4 < 0 (Kendaraan Berat berpengaruh negatif terhadap kemantapan jalan
nasional di kawasan Timur dan Barat Indonesia, dan terdapat perbedaan

signifikan dalam pengaruhnya antara kedua wilayah.)

Dalam penelitian ini jika nilai p- value dari uji t lebih kecil dari tingkat
signifikansi sebesar 5 persen (0.05) dengan derajat kebebasan (df=n-K), maka
hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal tersebut menunjukan variabel independen secara
signifikan mempengaruhi kemantapan jalan. Maka, apabila nilai p- value lebih
besar dari 0,05 maka hipotesisi nol diterima, yang menunjukan bahwa variabel

independen tidak memiliki pengaruh signifikan.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari seluruh
variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Adapun hipotesis uji
ini sebagai berikut:

Ho : B1 = B2 = B3 = B4+ = 0 Belanja infrastruktur, Indeks Kemahalan Konstruksi,
Kepadatan Penduduk, dan Kendaraan Berat secara simultan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kemantapan jalan di wilayah Timur dan Barat Indonesia,
serta tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pengaruhnya antara kedua
wilayah.)

Ha: B1#P2 # Bs # Psa# 0 (Belanja infrastruktur, Indeks Kemahalan Konstruksi,
Kepadatan Penduduk, dan Kendaraan Berat secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kemantapan jalan di wilayah Timur dan Barat Indonesia,
dengan kemungkinan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pengaruhnya

antara kedua wilayah.)

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0.05)

dengan derajat kebebasan (df=n-K). Maka, apabila nilai F-hitung < nilai F-tabel
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maka Ho diterima begitupun sebaliknya, selain itu dengan membandingkan
probabilitas dari F statistik dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0.05)

juga dapat menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak.

c. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi merupakan proporsi dari total variasi variabel terikat Y
yang dijelaskan oleh garis regresi (variabel bebas, X). Apabila nilai koefisien
determinasi mendekati satu maka garis regresi semakin baik karena mampu
menjelaskan data aktual. Sementara, apabila nilai koefisien determinasi
mendekati nol maka garis regresi kurang baik. Terdapat alasan mengapa
koefisien determinasi yang rendah antara yaitu mungkin variabel bebas (X)

bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel terikat (Y).

3.7 Metode Sub Sampel Analisis

Pada umumnya penelitian yang berfokus pada perbedaan atau perbandingan
signifikan antara dua wilayah dalam hal pengaruh variabel-variabel independen
menggunakan variabel dummy (Bakri et al., 2024). Variabel dummy akan
membedakan antara dua kelompok (misalnya, 1 untuk Indonesia Timur dan 0
untuk Indonesia Barat), namun dalam penelitian ini penulis terkendala dalam
proses pengolahan data, dimana penambahan variabel dummy menunjukkan
bahwa ada masalah dengan multikolinearitas yang sangat tinggi atau redundansi
antara variabel-variabel dalam model (Arumnisaa & Wijayanto, 2023), termasuk

kemungkinan masalah dengan variabel dummy yang penulis gunakan.

Permasalahan multikolinearitas tidak teratasi dengan beberapa metode sehingga
penulis memutuskan untuk menghilangkan variabel dummy dan mengganti
metode peneltian menggunakan metode sub sample analys dengan melihat
perbedaan pengaruh antara Indonesia bagian Timur dan Barat. Sampel dibagi
menjadi dua, yaitu Indonesia bagian Timur dan Barat, kemudian dilakukan analisis
regresi berganda pada masing-masing sub-sampel. Hasil dari dua sub-sample ini

kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan signifikan antara kedua wilayah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alghamdi, S., & Alhusseini, S. (2020)
dengan judul “Impact of Population Density on Urban Infrastructure: A
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Comparative Analysis of Cities in Saudi Arabia.” Menggunakan metode sub-
sample analysis untuk embandingkan dampak kepadatan penduduk terhadap
infrastruktur perkotaan di berbagai kota, menunjukkan perbedaan yang signifikan.
Metode sub-sample analysis dapat diterapkan secara efektif untuk
mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pengaruh variabel independen,
seperti belanja infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, indeks harga
konsumen, dan kepadatan penduduk. Metode sub- sample analysis dapat dilakukan
melalui langkah berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang relevan dari sumber yang dapat diandalkan (Badan

Pusat Statistik, Kementrian PUPR, dan Kementrian Keuangan).

b. Pemisahan Data ke dalam Sub-Sampel

Data dipisahkan menjadi dua sub-sampel: satu untuk wilayah Timur dan satu

untuk wilayah Barat.

c. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif untuk masing-masing sub-sampel. Ini termasuk
menghitung statistik dasar seperti rata-rata, median, dan deviasi standar
dari variabel yang dianalisis.
e Membandingkan hasil analisis deskriptif antara kedua sub-sampel untuk
mengidentifikasi perbedaan awal.
d. Pengujian Hipotesis
e Analisis regresi untuk masing-masing sub-sampel untuk menguji hipotesis
yang telah ditentukan.
e Membandingkan koefisien regresi dan nilai signifikansi antara sub-sampel
Timur dan Barat.
e. Analisis Perbandingan dan Interpretasi Hasil
Evaluasi hasil analisis regresi dari kedua sub-sampel untuk melihat apakah
terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
3.8 Alur Penelitian
Alur penelitian adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh peneliti untuk

melaksanakan penelitian secara terstruktur dan sistematis (Pipit Muliyah, Dyah
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Aminatun 2020). Bagan alur penelitian menunjukkan proses yang sistematis dari
pembagian data sample Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia
hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi hasil dari komparasi pengaruh
setiap variabel indeppenden terhadap variabel dependen antara Kawasan Timur
dan Barat Indoenesia, dengan pendekatan analisis sub-sampel untuk memahami
perbedaan antara dua wilayah.

Alur penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir secara garis besar sebagai
berikut:

Pembagian sampel menjadi dua kelompok
(Kawasan Timur dan Kawasan Barat)

4 \ 4

Estimasi Regresi Data Panel Estimasi Regresi Data Panel
CEM, FEM, REM (sub sampel FEM, CEM, REM (sub sampel
Kawasan Timur Indonesia) Kawasan Barat Indonesia)

Uji Asumsi Klasik dan Model Terbaik

J
! .

Analisis Regresi model Analisis Regresi model
terpilih Kawasan Timur terpilih Kawasan Barat
Indonesia Indonesia

Perbandingan hasil regresi Kawasan Timur
Indonesia vs Kawasan Barat Indonesia (Sub
sampel analisis)

!

Hasil akhir komparasi pengaruh
variabel X terhadap Kemantapan Jalan
Nasional KTI dan KBI

v

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sumber: Diolah penulis (2025)



Gambar 7. Bagan Alur Metode Penelitian
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Bagan alur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembagian Sampel Menjadi Dua Kelompok (Kawasan Timur dan

Kawasan Barat)
Data yang telah terkumpul kemudian dibagi menjadi dua sub-kelompok,
yaitu data dari wilayah timur dan wilayah barat. Pembagian ini dilakukan
agar peneliti dapat menganalisis perbedaan atau kesamaan antara kedua
wilayah.

b. Estimasi Regresi Data Panel (Sub-sample Timur dan Barat)

Dalam langkah ini, peneliti melakukan analisis regresi pertama khusus pada
data sub-sampel kawasan timur.dan barat Hasil regresi ini akan
memberikan informasi tentang hubungan antara variabel pada kawasan
timur dan barat.

c¢. Model Terbaik dan Uji Asumsi Klasik (Sub-sample Timur dan Barat)
Setelah itu, peneliti melakukan pemilihan model terbaik dan melakukan uji
asumsi klasik terhadap model yang telah terpilih dari setiap sub sampel.

d. Analisis Model Terpilih
Tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap model terbaik yang sudah
terpilih menggunakan uji t dan uji F.

e. Perbandingan Hasil Regresi Antar-wilayah (Sub-sample Analysis)
Tahap ini melibatkan perbandingan hasil regresi dari kedua wilayah.
Peneliti membandingkan hasil regresi wilayah timur dan wilayah barat
untuk melihat apakah ada perbedaan atau pola yang serupa antar-wilayah.
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti
memiliki pengaruh yang berbeda di kedua wilayah.

f. Hasil Akhir, Kesimpulan, dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan, peneliti membuat kesimpulan
yang menjawab tujuan penelitian serta memberikan rekomendasi yang

relevan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perbedaan pengaruh
antara belanja infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk,
serta kendaraan berat terhadap tingkat kemantapan jalan nasional di kawasan
Indonesia Timur dan Barat selama periode 2017-2022. Hasil dari penelitian ini
memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas jalan
nasional di kedua wilayah tersebut. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai

berikut:

1. a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemantapan jalan nasional
di 11 provinsi yang berada di Kawasan Indonesia Timur selama periode
2017-2022. Meskipun demikian, nilai koefisien dan t-statistik dari variabel
belanja infrastruktur menunjukkan arah yang positif. Artinya, secara
teoretis, belanja infrastruktur memiliki hubungan yang sejalan dengan
hipotesis penelitian, yakni berkontribusi secara positif terhadap
kemantapan jalan nasional. Namun, hubungan tersebut tidak cukup kuat
secara statistik untuk dianggap signifikan. Dengan kata lain, meskipun
belanja infrastruktur meningkat, dampaknya terhadap kemantapan jalan
nasional di wilayah timur belum terlihat nyata atau konsisten selama

periode penelitian.

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemantapan jalan nasional

di 18 provinsi yang berada di Kawasan Indonesia Barat selama periode
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2017-2022. Meskipun demikian, nilai koefisien dan t-statistik dari variabel
belanja infrastruktur menunjukkan arah yang negatif. Artinya, secara
teoretis, belanja infrastruktur memiliki hubungan yang sejalan dengan
hipotesis penelitian, yakni berkontribusi secara negatif terhadap
kemantapan jalan nasional. Namun, hubungan tersebut tidak cukup kuat
secara statistik untuk dianggap signifikan. Dengan kata lain, meskipun
belanja infrastruktur meningkat, dampaknya terhadap kemantapan jalan
nasional di wilayah barat belum terlihat nyata atau konsisten selama

periode penelitian.

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kemahalan konstruksi tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemantapan jalan nasional
di Kawasan Indonesia Timur selama periode 2017-2022. Meskipun
demikian, nilai koefisien dan t-statistik dari variabel belanja infrastruktur
menunjukkan arah yang negatif. Pada saat indeks kemahalan konstruksi
meningkat, dampaknya terhadap kemantapan jalan nasional di wilayah

timur belum terlihat nyata atau konsisten selama periode penelitian.

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kemahalan konstruksi
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemantapan
jalan nasional di Kawasan Indonesia Barat selama periode 2017-2022.
Dengan kata lain, peningkatan indeks kemahalan konstruksi, berdampak
negatif terhadap kemantapan jalan nasional di wilayah barat selama

periode penelitian.

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki
pengaruh signifikan terhadap tingkat kemantapan jalan nasional yang
berada di Kawasan Indonesia Timur selama periode 2017-2022. Dengan
kata lain, peningkatan kepadatan penduduk, dampaknya terhadap
kemantapan jalan nasional di wilayah timur terlihat nyata atau konsisten

selama periode penelitian.
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b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemantapan jalan nasional
di Kawasan Indonesia Barat selama periode 2017-2022. Meskipun
demikian, nilai koefisien dan t-statistik dari variabel kepadatan penduduk
menunjukkan arah yang negatif. Dengan kata lain, meskipun kepadatan
penduduk meningkat, dampaknya terhadap kemantapan jalan nasional di
wilayah barat belum terlihat nyata atau konsisten selama periode

penelitian.

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan berat tidak memiliki
pengaruh terhadap tingkat kemantapan jalan nasional di Kawasan
Indonesia Timur selama periode 2017-2022. Meskipun kendaraan berat
meningkat, dampaknya terhadap kemantapan jalan nasional di wilayah

timur belum terlihat nyata atau konsisten selama periode penelitian.

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan berat memiliki
pengaruh terhadap tingkat kemantapan jalan nasional di 18 provinsi yang
berada di Kawasan Indonesia Barat selama periode 2017-2022. Hasil ini
tidak serta merta berarti bahwa kendaraan berat meningkatkan kualitas
jalan, melainkan dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa daerah-
daerah dengan volume kendaraan berat yang tinggi kemungkinan
memiliki sistem pengelolaan dan pemeliharaan jalan yang lebih aktif atau
anggaran infrastruktur yang lebih besar, sehingga mampu menjaga kondisi

jalan tetap mantap meskipun tingkat lalu lintas beratnya tinggi.

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu belanja
infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, dan
kendaraan berat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kemantapan jalan nasional di 11 provinsi yang berada di Kawasan

Indonesia Timur selama periode 2017-2022.

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yaitu belanja

infrastruktur, indeks kemahalan konstruksi, kepdatan penduduk, dan
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kendaraan berat secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap
tingkat kemantapan jalan nasional di 18 provinsi yang berada di Kawasan

Indonesia Barat selama periode 2017-2022.

5.2 Saran

1.

Pemerintah diharapkan memperhatikan bahwa peningkatan jumlah kendaraan
berat dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada saat
yang sama juga mempercepat degradasi kualitas jalan. Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan yang seimbang antara pembangunan jalan baru,
perawatan rutin jalan, serta pengawasan ketat terhadap beban kendaraan yang
melintas

Berdasarkan hasil, kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kemantapan jalan nasional di Kawasan Timur Indonesia, disarankan
agar pemerintah menjadikan data kepadatan penduduk sebagai acuan dalam
perencanaan dan prioritas pembangunan jalan, terutama di wilayah padat
penduduk guna mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.
Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam mengatur alokasi belanja
infrastruktur sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan jalan baru,
tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas struktur jalan agar mampu
menahan beban kendaraan berat dalam jangka panjang.

Pemerintah perlu mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dalam
perencanaan anggaran agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif
dan merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan
tingkat kesulitan geografis yang tinggi.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan
variabel lain yang dapat mempengaruhi kemantapan jalan nasional, seperti
faktor curah hujan, tingkat kemacetan, ataupun variabel anggaran pemeliharaan
jalan dan melakukan studi kualitatif yang mendalam, seperti wawancara
dengan pihak pemerintah daerah atau pengelola infrastruktur, untuk

memperkaya hasil analisis kuantitatif.
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